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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu ’alaikum Wr. Wb 

Shalom, Om Swastyastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan dan Sejahtera bagi kita semua. 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kami 

dapat menyelesaikan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah 

dan merangkum hasilnya dalam bentuk Laporan Tahunan 2021. Pembuatan laporan tahunan 

ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan masyarakat dalam 

penggunaan Anggaran Negara dan untuk  mengevaluasi   kegiatan  yang   sudah   

dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja Balai Besar POM Semarang pada tahun 

berikutnya. 

 

Tahun 2021 merupakan tahun yang 

penuh tantangan karena Pandemi Covid 

19 masih belum berakhir dan munculnya 

variasi baru yaitu Varian Delta yang 

melanda seluruh dunia termasuk  di 

Indonesia yang sudah tersebar di 34 

provinsi, namun tugas pengawasan 

Badan POM harus tetap dilakukan. 

Tugas berat harus dilakukan di semua 

sektor dan sudah dilakukan secara 

offline dengan protokol kesehatan yang 

harus dilakukan secara ketat. Kondisi 

tersebut tentunya merupakan tantangan 

bagi Badan POM khususnya Balai Besar 

POM Semarang untuk bekerja lebih 

keras ditengah pandemi Covid 19 dalam 

rangka melindungi masyarakat dari Obat 

dan Makanan yang berisiko terhadap 

kesehatan. 

 

Selain kegiatan rutin yang dilaksanakan, pada tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang  

tetap   konsisten  dan  fokus  terhadap  pelayanan  ke  masyarakat  serta kemandirian pelaku  

usaha   khususnya  UMKM,  melalui pembinaan, pendampingan dan fasilitasi.  

 

Berbagai inovasi dibuat salah satunya tetap dilakukan LAKONE SEKTI (Layanan 

Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi). hadir di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten 

Kebumen sebagai wujud pelayanan publik dan mendekatkan diri dengan pelaku usaha 

khususnya UMKM.  

 

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat terhadap penggunaan produk 

Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan, Balai Besar POM di Semarang 

memberikan wawasan, pemahaman dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dengan 

melaksanakan beberapa kegiatan yaitu  Talkshow; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

bersama tokoh masyarakat; KIE Pramuka/ SAKA POM; KIE melaluii Media (SMS, MMS 
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Broadcast LBA; Spot iklan layanan masyarakat; Media Luar Ruang (Baliho); Media massa 

dan edukasi melalui media cetak/ produk informasi (leaflet, brosur, poster, booklet, buku).  

Dalam Laporan kegiatan Tahun 2021 ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan 

yang dilakukan Balai Besar POM Semarang yang meliputi pengawasan pre-market dan 

pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel, pengujian laboratorium produk 

Obat dan Makanan yang beredar, inspeksi dalam rangka pengawasan implementasi Cara 

Produksi dan Cara Distribusi yang Baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta intelijen dan 

penyidikan. Disampaikan pula upaya intensifikasi, bimbingan dan penyuluhan, serta upaya 

penegakan hukum yang telah dilakukan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang. 

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra kerja Balai Besar POM di 

Semarang dan semua pihak terkait yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan 

tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Semoga laporan 

kegiatan tahun 2021 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang. 

Wassalamu ’alaikum Wr.Wb. 

Om Shanti, Shanti, Shanti Om 

Semarang,   Maret 2022 

Kepala Balai Besar POM di Semarang 

Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt, M.Kes 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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JANUARI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Peringatan Hari Ulang Tahun Badan POM ke-20, BBPOM di Semarang melaksanakan 
pencanangan sebagai kantor ramah lingkungan atau Eco Office pada Jumat, 29 
Januari 2022 serta mengajak pegawai yang hadir untuk menikmati minum jamu 
bersama. Ajakan minum jamu bersama ini untuk mengingatkan kita semua untuk 
melestarikan jamu sebagai minuman tradisional Jawa Tengah 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalam rangka meningkatkan peranan BBPOM di Semarang dan mendukung 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan covid-19, BBPOM di 
Semarang masih secara rutin menguji sampel covid-19 dari fasilitas kesehatan di 
bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi  Jawa Tengah. BBPOM di Semarang 
telah melakukan pengujian sampel covid-19 sebanyak 11.806 selama periode Januari 
– Desember 2021. Untuk memantapkan mutu hasil pengujian, laboratorium juga 
mengikuti uji profisiensi dengan hasil memuaskan. 
 

 

HIGHTLIGHT 2021 
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FEBRUARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selasa, 16 februari 2021, telah dilakukan pemusnahan terhadap barangbukti dan 
barang hasil pengamanan senilai Ro. 777.000.000 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta 
rupiah). Pemusnahan disaksikan oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa 
Tengah, Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah, dan Rupbasan kelas 1 kota semarang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berlangsung selama 2 (dua) hari pada Rabu dan Kamis, 10 – 11 Februari 2021 yang 
dibagi menjadi 2 Tahap, BBPOM di Semarang menyelenggarakan Bimtek secara 
daring kepada lebih dari 300 pengelola vaksin di Dinas Kesehatan dan Puskesmas/ 
Klinik/Rumah Sakit di seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Tengah. 
Kegiatan tersebut bertujuan peningkatan kompetensi petugas pengelola vaksin 
dalam rangka pengawalan mutu dan keamanan vaksin dengan mengendalikan rantai 
dingin untuk jaminan keamanan dan mutu untuk pasien 
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MARET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BPOM di Semarang menyelenggarakan Advokasi Program Keterpaduan Keamanan 
Pangan sebanyak 2 kali yaitu pada Selasa, 23 Maret 2021 dan  Kamis, 8 April 2021. 
Acara yang dilaksanakan secara luring dan daring  yang diikuti oleh perwakilan dari 
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas 
Koperasi dan UKM, Kepala Desa, Pengelola Pasar dari Kabupaten Pati, Kabupaten 
Blora Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Tegal dan 
Kabupaten Banyumas . Acara advokasi diakhiri dengan pembacaan rekomendasi 
hasil advokasi yang menitikberatkan pada perlunya penguatan jejaring lintas sektor 
utamanya yang memiliki program dengan segmen target ataupun tujuan yang sama 
guna memudahkan koordinasi, sehingga keberlangsungan program keterpaduan 
keamanan pangan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah dan dapat dilanjutkan 
secara mandiri oleh masing – masing daerah. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balai Besar POM di Semarang perlu meningkatkan kualitas dan menjamin 
penyediaan pelayanan publik, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari 
penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu dengan 
mengadakan kegiatan pengembangan melalui BIMTEK dengan tema “Customer 
Service Excellent” dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang 
berkompeten untuk masa yang akan datang. 



 

 xviii 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan via zoom di Kantor Balai Besar POM di Semarang 
pada Hari Rabu , 10 Maret 2021 diikuti oleh 163 pegawai ASN dan PPNPN dengan 
narasumber Mariana Purwaningsih, SE.Akt.,MM (KZA Consultans). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BBPOM di Semarang melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional yang 
diselenggarakan via zoom di Kantor Balai Besar POM di Semarang pada Hari Senin, 
29 Maret 2021 diikuti oleh 133 pegawai ASN dengan narasumber Dra. Ida Farida, Apt; 
Anni Rahmawati, S.Psi; Hendra Fitrianto, SE (Biro SDM Badan POM) 
 

 

APRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BBPOM di Semarang melaksanakan Bimtek Keuangan Negara yang dilaksanakan 

pada Hari Rabu , 10 Maret 2021 diikuti oleh 30 pegawai ASN dengan narasumber Ivan 



 

 xix 

Yudianto, S.E.,M.Si.,Ak.,QIA.,CA (GRC Consultans). Tujuannya adalah agar 

penyelenggaraan fungsi negara berjalan sesuai dengan harapan, pemerintah harus 

mempunyai sistem administrasi keuangan negara yang baik dan akuntabel agar tidak 

terjadi kebocoran, baik dalam penerimaan keuangan maupun pengeluaran 

penggunaannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kegiatan Bimtek Pengujian Optimasi Penggunaan LC MS/MS dan Pengembangan 
Metode Identifikasi Klindamisin pada Sediaan Kosmetik. Bimtek ini diselenggarakan 
di BBPOM Semarang pada 05 – 09 April 2021 yang diikuti oleh 13 orang Pengawas 
Farmasi dan Makanan BBPOM di Semarang, 2 orang peserta dari Departemen Kimia 
FSM Universitas Diponegoro serta 2 orang dari Balai Laboratorium Kesehatan dan 
Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Narasumber pada Bimtek ini yaitu 
Tiara Avinti Andani, ST dari PT Kromtekindo Jakarta. Bimtek ini bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi peserta dalam penggunaan instrument Liquid 
Chromatography MS/MS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semakin maraknya penayangan iklan produk obat tradisional dan kosmetik pada 
berbagai media terutama di media sosial dan dari hasil pengawasan penandaan dan 
iklan obat tradisional serta kosmetik baik di media cetak dan media elektronik oleh 



 

 xx 

BBPOM di Semarang masih ditemukan ketidaksesuaian dari ketentuan yang berlaku, 
maka Balai Besar POM di Semarang berusaha meningkatkan pemahaman pelaku 
usaha terkait penandaan dan iklan obat tradisional serta kosmetik yang memenuhi 
ketentuan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penandaan dan Iklan Obat 
Tradisional dan Kosmetik pada Senin, 12 April 2021 di Hotel The Wujil Resort & 
Conventions Ungaran, acara ini dihadiri secara luring oleh 30 peserta dan secara 
daring oleh lebih dari 125 pelaku usaha di bidang obat tradisional dan kosmetik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bertepatan dengan bulan Ramadhan,  BBPOM di Semarang melaksanakan kegiatan 
Intensifikasi Pangan bulan puasa dan menjelang Idul Fitri. Pengawasan dilakukan ke 
sarana distribusi pangan dan ritel pangan serta pengawasan terhadap makanan takjil 
yang diperjualbelikan menjelang buka puasa. Kegiatan ini dilaksanakan guna 
melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan yang tidak aman dan 
berbahaya khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 

 

MEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BBPOM di Semarang mendukung Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan 
kampanye GERMAS SAPA yang diselenggarakan pada Selasa, 25 Mei 2021 di Hotel 
Grand Dian Slawi. Mengawali kegiatan kampanye GERMAS SAPA ini, Kepala Balai 



 

 xxi 

Besar POM di Semarang, Dra. Sandra M.P Linthin, M.Kes dan Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tegal. dr. Hendadi Setiaji, M. Kes memberikan materi tentang 
Program Keterpaduan Keamanan Pangan. 
 

 

JUNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livestreaming kegiatan Peringatan hari Pangan Sedunia tahun 2021/ Word Food 
Safety Day  dengan tema “ Pangan aman sekarang untuk kesehatan sepanjang 
masa”serta launching dukungan Badan POM untuk UMKM “Indonesia Spice Up The 
Word ” pada 24-25 Juni 2021 diikuti 50 pelaku usaha bertempat di Aula BBPOM 
Semarang. Pada pada kegiatan ini 32 NIE diterbitkan, 3 persetujuan akun perusahaan, 
9 pengajuan dengan status di kepala seksi, 9 pengajuan dengan status di Direktur 
 

 

AGUSTUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BBPOM di Semarang melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana dan hasil pengawasan 
semester I  Tahun 2021 pada hari Kamis 12 Agustus 2021.  Barang illegal yang dimusnahkan senilai 
Rp. 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari wilayah provinsi jawa 
tengah. Pemusahan disaksikan oleh Kejaksaan TInggi JAwa Tengah, Ditreskrimsus dan pemilik 
barang 
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SEPTEMBER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk memenuhi gap kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja serta mendukung 
kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan 
mempercepat pencapaian rencana strategis nasional pengawasan obat dan makanan di 
Indonesia dibutuhkan penambahan aparatur sipil negara; 
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan aparatur sipil negara khususnya Pegawai 
Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkualitas maka dibutuhkan tes seleksi 
kompetensi dasar sesuai ketentuan yang berlaku; 
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di titik lokasi mandiri PRPP Semarang pada Hari Rabu s/d 
Kamis , 15-16 September 2021 diikuti oleh 565 orang Calon ASN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Masih dalam rangkaian hari Pangan Sedunia 2021, pada tanggal 8 September 2021 
diselenggarakan “Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik Eksport Pangan Olahan” yang bertujuan 
meningkatkan dan mendukung eksport produk pangan khususnya produk Bumbu yang berasal 
dari Jawa Tengah. Dilakukan desk konsul tata cara pengajuan surat keterangan eksport pangan 
yang diikuti oleh 50 pelaku usaha pelaku eksport. 
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Penertiban Produsen dan distributor Obat Tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan 
kimia obat di Kabupaten Pati pada tanggal 07 September 2021. Petugas PPNS berhasi menyita 
produk Oat Tradisional cair tanpa izin edar dan mengandung Bahan Kimia Obat senile Rp. 
93.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kegiatan PAMRI dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko 
Widodo di wilayah Jawa Tengah pada tanggal 13 September 2021. Dalam lawatannya kali ini, 
Presiden menghadiri agenda kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Klaten dan SMA 1 
Kartasura. Pengujian yang dilakukan oleh Tim Food Security BBPOM di Semarang dilakukan untuk 
memastikan bahwa makanan yang akan dikonsumsi oleh Presiden tidak mengandung bahan 
berbahaya. 
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Balai Besar POM di Semarang mendukung Rencana Aksi Pengendalian Anti-Microbial sebagai 
bentuk dukungan tersebut dengan mengadakan Bimbingan Teknis Anti-Microbial Resistance 
(AMR) yang dilaksanakan tanggal 21 September 2021. 
 

 

OKTOBER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBPOM di Semarang menggelar acara pelantikan Pejabat Fungsional yang dilaksanakan di Aula 
Lantai 3 Kantor Balai Besar POM di Semarang pada Kamis, 28 Oktober 2021. Acara yang 
diselenggarakan di tengah masa pandemi Covid-19 ini dihadiri langsung oleh 14 orang pejabat 
fungsional yang berasal dari BBPOM di Semarang, LOKA POM di Kota Surakarta dan LOKA POM 
di Kabupaten Banyumas. Kepala BBPOM di Semarang, Dra. Sandra M.P Linthin, M.Kes., Apt 
melantik secara langsung pejabat fungsional Analis Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, 
Penata Laksana Barang, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian dan Pengawas Farmasi dan 
Makanan. 
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BBPOM di Semarang mengajak 5 Satuan Karya Pramuka (SAKA) untuk mengikuti sosialisasi yang 
bertemakan Peran Pramuka dalam Pemantauan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Pramuka 
SAPA pada hari Minggu, 30 Oktober 2021. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari SAKA 
Kencana, SAKA Bakti Husada, Saka Milenial, SAKA Kalpataru dan SAKA POM yang merupakan 
SAKA inisiasi dari Badan POM. 
Acara sosialisasi yang diselenggarakan di Aula Lantai 3 BBPOM di Semarang ini diselenggarakan 
untuk mendorong Pramuka sebagai bagian dari unsur masyarakat yang sangat potensial untuk 
menjadi pioneer dalam mengawal Keamanan Obat dan Makanan khususnya keamanan Pangan 
melalui penggunaan Aplikasi Pramuka SAPA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BBPOM di Semarang melaksanakan Sosialisasi Ketaspenan yang dilaksanakan 
dilakukan via zoom di Kantor Balai Besar POM di Semarang pada Hari Jumat, 15 
Oktober 2021 diikuti oleh 90 pegawai ASN dengan narasumber Bambang Riyanto; 
Sutopo; Suyono (Kantor Taspen Jawa Tengah 
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Kegiatan koordinasi dan sinergitas criminal justice system dalam rangka 
pengawasan obat dan makanan di provinsi jawa tengah dihadiri peserta dari BBPOM 
Semarang, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dit REskrimsus POLDA JAWA TENGAH, 
BNN Prov Jawa Tengah, Bea dan Cukai Prov Jateng dan DIY pada tanggal 26-27 
Oktober 2021 di Hotel Artos Magelang. 
 

 

NOVEMBER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) Kota Semarang ikut berpartisipasi dalam 
Semarang Heritage Camp yang diselenggarakan oleh Kwarcab Kota Semarang pada tanggal 20 -
21 November 2021 di Bumi Perkemahan Harda Walika, Gunung Pati. Stand pameran SAKA POM 
Kota Semarang menorehkan prestasi dengan menjadi Juara II Gebyar SAKA. Kriteria penilaian dari 
acara GEBYAR SAKA ini adalah kreativitas stand, penerapan sistem protokol kesehatan dan 
pengunjung serta peminat terbanyak. 
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Kepala BBPOM di Semarang, Dra. Sandra M.P Linthin, M.Kes., Apt melakukan penandatanganan 
Kesepakatan Bersama dengan Bupati Tegal, Umi Azizah pada Senin, 22 November 2021 di Kantor 
Bupati Tegal. Kepala BBPOM di Semarang juga menyampaikan harapannya dengan 
ditandatanganinya kesepakatan bersama ini pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kab. 
Tegal berjalan semakin efektif dan efisien, khususnya di tengah pandemi Covid 19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITY BUILDING BerAKHLAK 
Mensarikan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 dalam satu kesamaan 
persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN; 
Menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh Instansi Pemerintah dalam satu 
rumusan baku yang dapat berlaku secara umum; 
Core values akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter 
ASN yang professional; 
Memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke Instansi 
Pemerintah lain (talent mobility); 
Menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; 
Budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. 
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Sekuro Beach Resort pada Hari Jumat s/d Sabtu, 26-27 
November 2021 diikuti oleh 164 pegawai ASN dan PPNPN dengan narasumber Setyawan Eka 
Rahmanta, ST , M.Ikom. 
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Kegiatan Verifikasi Lapangan oleh Komite Akreditasi Nasional di Laboratorium Balai Besar POM 
di Semarang, hari Rabu 3 November 2021. Pada kegiatan ini, asesor KAN, Ibu Dra. Evita Boes, M.S 
(Purnabakti Pusat Penelitian Kimia LIPI), menilai kesesuaian antara tindakan perbaikan yang 
diajukan dengan dokumen serta proses pengujian di laboratorium BBPOM Semarang. 
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, tindakan perbaikan yang dilakukan oleh laboratorium 
BBPOM di Semarang dinyatakan telah memenuhi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada tanggal 08 – 12 November 2021, dilaksanakan Bimtek Pengujian Laboratorium Terapetik 
dengan judul Verifikasi Metode Uji Penetapan Kadar Dimenhidrinat secara KCKT dan Verifikasi 
Metode Uji Identifikasi NAPPZA secara GC MS, serta Bimtek Laboratorium Pangan dengan judul 
Penetapan Kadar Aflatoksin M1 dalam Susu dan Keju Secara KCKT RF. Bimtek diikuti oleh 25 orang 
Pengawas Farmasi dan Makanan BBPPOM di Semarang dan 4 orang eksternal dari Universitas 
Wahid Hasyim, Stifar Yayasan Pharmasi dan Universitas Sultan Agung dengan 2 narasumber dari 
P3OMN yaitu Nurul Hidayati, S.Si dan Lelywati Simanjuntak, S.Si., Apt., M.Sc . Pelaksanaan 
Bimtek ini  bermaksud untuk meningkatkan kompetensi penguji laboratorium BBPOM di 
Semarang 
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DESEMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala BBPOM di Semarang, Dra. Sandra M.P Linthin, M.Kes., Apt melakukan 
penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Bupati Pati pada tanggal 1 
Desember 2022 di Kantor Bupati Pati. Bupati Pati menyampaikan bahwa dengan 
penandatangan Kesepakatan Bersama ini akan terus mendukung tugas dan program 
pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi kewenangan Balai Besar POM di 
Semarang khususnya di wilayah Kabupaten Pati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala BBPOM di Semarang, Dra. Sandra M.P Linthin, M.Kes., Apt menyerahkan 
Sertifikat Pangan Jajan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman kepada 45 sekolah yang 
berasal dari 10 Kabupaten di wilayah Jawa Tengah pada Kamis, 8 Desember 2021 di 
Hotel Wujil, Kabupaten Semarang. Sepuluh Kabupaten tersebut terdiri dari 3 
Kabupaten (Kab. Klaten, Kab. Pemalang, Kab. Brebes) yang telah diintervensi di 
tahun 2020 dan 7 Kabupaten (Kota Salatiga, Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Banyumas, 
Kab. Tegal, Kab. Grobogan,   yang diintervensi oleh BBPOM di Semarang pada tahun 
2021. 
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BBPOM di Semarang menyelenggarakan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi 
Program Keterpaduan (GKPD,  Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah dan 
Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas) pada tanggal 22 Desember 2021 secara 
daring. Pertemuan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan 
pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang telah dilakukan oleh BBPOM di 
Semarang pada tahun 2021 di kabupaten intervensi program keterpaduan BBPOM 
Semarang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BBPOM di Semarang perkuat kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blora melalui 
penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang 
dilaksanakan pada Kamis, 30 Desember 2021 di Ruang Rapat Bupati Blora. Bupati 
Blora, H. Arief Rohman,S.IP., M.Si menyampaikan apresiasi dengan 
penandatanganan kerjasama ini yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi 
masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan di 
wilayah Kabupaten Blora. 
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Untuk memenuhi gap kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja serta 
mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan 
kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian rencana strategis nasional 
pengawasan obat dan makanan di Indonesia dibutuhkan penambahan aparatur sipil 
negara; 
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan aparatur sipil negara khususnya 
Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkualitas maka 
dibutuhkan tes seleksi kompetensi bidang serta praktek bagi calon pranata komputer 
sesuai ketentuan yang berlaku; 
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di titik lokasi UPT BKN Semarang dan kantor 
Balai Besar POM di Semarang pada Hari Senin s/d Selasa , 13-14 Desember 2021 
diikuti oleh 63 orang Calon ASN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk meningkatkan koordinasi, menjaring masukan serta mencari solusi atas 
permasalahan seputar kualitas produk garam di Jawa Tengah, digelar FGD 
Peningkatan Kualitas dan Daya saing Produk Garam di Kabupaten Pati pada tanggal 
1 Desember 2021. Pada akhir FGD diperoleh poin poin kesepakatan antara BBPOM 
Semarang, Dinas Perindag Prov Jawa tengah, Dinas Perindag Kab Pati, 
Mikronutriens Indonesia, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, UDINUS dan 
LP2K. 
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Menjelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, BBPOM Semarang 
melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan yang dilakukan terhadap 
sarana distribusi pangan (distributor) maupun sarana ritel pangan. Pengawasan 
dilakukan dengan menggandeng lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan 
Propinsi Jateng, Dinas Perdagangan Propinsi Jateng dan Dinas Ketahanan Pangan 
Propinsi Jateng. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melindungi masyarakat 
dari produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga masyarakat 
memperoleh produk pangan yang aman dan bermutu dalam masa Natal 2021 dan 
Tahun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum Institusi 

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja 

yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas 

teknis penunjangan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan 

Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan pada 

tanggal 7 September 2020, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di 

Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di Provinsi Jawa 

Tengah.  

 

Badan POM memiliki 3 (tiga) UPT di Provinsi Jawa Tengah yaitu Balai Besar POM di 

Semarang, Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Tugas dan 

fungsi Loka POM secara umum sama seperti Balai Besar/Balai POM yaitu UPT BPOM berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh 

Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama, yang membedakan adalah 

wilayah kerjanya.  

 

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Semarang 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Semarang 
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B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Kedudukan  

Balai Besar POM di Semarang merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan 

secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

 

 

 

 

 

 

FUNGSI 

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan 

2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan 

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau 
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian 

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi 
obat dan makanan 

5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan 

6. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan 

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan 

8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 
bidang pengawasan obat dan makanan 

9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan 

makanan 

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat 
dan makanan 

11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

 

 

 

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang 

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

TUGAS POKOK 
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C. VISI DAN MISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk 

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong 

  

VISI 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 
mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa 
dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia; 
 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan 
Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka 
membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing 
untuk kemandirian bangsa; 

 
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi 
pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 
pada seluruh warga; 
 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 
untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan 
Makanan; 

MISI 
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D. Budaya Organisasi 

Budaya  Organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan 

diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilia-nilai luhur 

dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota 

organisasi dalam berkarsa dan berkarya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kegiatan Utama 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan 

makanan, Balai Besar POM di Semarang menetapkan program utama (teknis) dan 

program pendukung (generik). 

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan, 

antara lain : 

• Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan 

makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan 

sarana distribusi pangan dan bahan berbahaya; 

• Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat 

adiktif; 

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah 

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, 
 ketekunan dan komitmen yang tinggi 

 

PROFESIONAL 

 

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam  
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan 

 

INTEGRITAS 

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan 
internasionaL 

 

KREDIBILITAS 

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan  
komunikasi yang baik 

 

KERJASAMA TIM 

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan  
dan teknologi terkini 

 

INOVATIF 

 

RESPONSIF/CEPAT 

TANGGAP 
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• Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya 

laboratorium obat dan makanan; 

• Penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan; 

• Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. 

 

b. Kegiatan untuk melaksanakan keempat program generic (pendukung) : 

• Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Obat dan Makanan; 

• Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Penunjang; 

• Peningkatan Kompetensi SDM; 

• Peningkatan Kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat. 

 

F. Kegiatan Prioritas 

Kegiatan utama diatas selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas sebagai 

berikut: 

a. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan BPOM tergolong  produk 

berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk 

yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam 

konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk 

akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan 

sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang 

dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan 

hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan 

konsumen/masyarakat. Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk 

melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan 

dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta 

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan 

farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. 

Produk yang disampling berdasarkan risiko diuji melalui laboratorium guna 

mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, 

khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang 
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digunakan sebagai dasar penetapan produk tidak memenuhi syarat untuk ditarik dari 

peredaran. Melaksanakan penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, 

pemeriksaan, maupun investigasi awal. 

Pemberian sanksi dapat berupa larangan produk diedarkan, ditarik dari peredaran, 

dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan bahkan sampai pro justitia. Jika 

pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan 

Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan 

kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan 

Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan  melalui pelaksanaan 

pengawasan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk 

Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. 

 

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut: 

1) Persentase obat yang memenuhi syarat, 

2) Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, 

3) Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, 

4) Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, 

5) Persentase makanan yang memenuhi syarat. 

 

b. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku 

kepentingan dan partisipasi masyarakat 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan 

banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin 

suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Pengawasan oleh 

pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan 

baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh 

masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk 

Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) 

melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha 

memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen 

risiko secara mandiri. 
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Komunikasi dalam rangka koordinasi dengan mitra kerja di daerah merupakan hal 

yang wajib dilakukan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif. Untuk mengukur 

keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan indikator : 

1) Tingkat kepuasan masyarakat 

2) Jumlah kabupaten atau kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan 

pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran 

pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan 

 

c. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan 

Sumber daya yang dimiliki harus dilakukan pengelolaan secara optimal. Pengelolaan 

sarana, prasarana, dan tenaga dikelola secara tersinergi sehingga tiga komponen 

tersebut masing-masing mampu memberikan hasil kerja optimal. 

 

Bangunan dan fasilitasnya dioptimalkan pemanfaatannya, melalui penyempurnaan 

tata ruang, ketersediaan dan distribusi daya serta perawatan secara disiplin. 

Peralatan kerja perkantoran, laboratorium dan pengawasan sarana ditingkatkan 

kelengkapannya, dirawat dan dioptimalkan fungsinya. Pegawai ditingkatkan 

kompetensi, kredibilitas, inovasi, dan percaya diri menjadi tenaga unggul. Melalui 

kesinergian diharapkan dapat dihasilkan kinerja produktif. Untuk mengukur 

keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan indikator : Nilai SAKIP. 

 

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka ditetapkan 

indikator kegiatan sebagai berikut : 

1) Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, 

2) Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik, 

3) Presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan, 

4) Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan, 

5) Jumlah perkara di bidang obat dan Makanan, 

6) Jumlah layanan publik, 
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7) Jumlah komunitas yang diberdayakan, 

8) Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, dan  

9) Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. 
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BAB II 

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 

 

A. LINGKUNGAN EKSTERNAL 

1. Data Umum Wilayah Kerja 

Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian 

tengah Pulau Jawa, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, 

Samudera Hindia dan Provinsi DIY Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur 

di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah memiliki Luas 

wilayah 32.800,69 km2 atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Secara administrasi, 

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta Provinsi Jawa Tengah 

 

Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 menjadi dasar pembentukan UPT di 

Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM. Provinsi Jawa Tengah dibentuk 2 

(dua) Loka POM yaitu Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten 

Banyumas. 

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Semarang, meliputi : 

1. Kab. Kebumen 10. Kab. Pati 19. Kab. Pemalang 

2. Kab. Purworejo 11. Kab. Kudus 20. Kab. Tegal 

3. Kab. Wonosobo 12. Kab. Jepara 21. Kab. Brebes 

4. Kab. Magelang 13. Kab. Grobogan 22. Kota Magelang 
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5. Kab. Temanggung 14. Kab. Demak 23. Kota Salatiga 

6. Kab. Boyolali 15. Kab. Semarang 24. Kota Semarang 

7. Kab. Klaten 16. Kab. Kendal 25. Kota Pekalongan 

8. Kab. Blora 17. Kab. Batang 26. Kota Tegal 
9. Kab. Rembang 18. Kab. Pekalongan  

 

  Wilayah Kerja Loka POM di Kota Surakarta : 

1. Kota Surakarta 

2. Kab. Karanganyar 

3. Kab. Sukoharjo 

4. Kab. Sragen 

5. Kab. Wonogiri 

 

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas : 

1. Kab. Banyumas 

2. Kab. Cilacap 

3. Kab. Purbalingga 

4. Kab. Banjarnegara 

 

2. Data Kependudukan/Demografi 

Penduduk Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2021 

berjumlah 36.516.035 jiwa yang terdiri atas 18.362.143 jiwa (50,29%) penduduk laki-

laki dan 18.153.892 jiwa (49,71%) penduduk perempuan. Selama periode tahun 

2020-2021, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,17. 

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap 

penduduk perempuan tahun 2020 sebesar 101,15 (Sumber : Proyeksi Penduduk 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2035, BPS Jawa Tengah). 

 

Kepadatan penduduk rata-rata di Jawa Tengah tahun 2021 mencapai 1.113,00 

jiwa/km2. Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. 

Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,45% per tahun), 

sedangkan yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah 
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penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling 

banyak adalah di sector pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), 

industry (15,71%), dan jasa (10,98%). 

 

3. Cakupan Sarana Pengawasan 

3.1. Cakupan Sarana Produksi 

Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional (OT), Suplemen Kesehatan, Kosmetik, 

dan Pangan di Jawa Tengah Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada 

lampiran Tabel 6A – 6E. 

 

 

Industri Obat : 17 

Unit Donor Darah (UDD) : 28 

Industri Obat Tradisional (IOT) : 6 

Industri Ekstrak Bahan Alam : 2 

Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan UMOT : 54  

Industri Suplemen Kesehatan : 12 

Industri Kosmetik : 43 

Industri Pangan (MD) : 341 

Jumlah  503 
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3.2. Cakupan Sarana Distribusi 

Sarana distribusi Obat dan Makanan di Jawa Tengah tersebar di semua 

kabupaten/kota di Jawa Tengah seperti yang terlihat pada lampiran Tabel 7A 

dan 7B. 

Sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan 

pangan telah terdata, akan tetapi belum menggambarkan jumlah 

sebenarnya, karena jumlahnya selalu mengalami perkembangan yang 

dinamis. 

Pedagang Besar Farmasi (PBF) : 144 

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) : 27 

Apotek : 2954 

Puskesmas : 632 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit : 208 

Klinik : 948 

Toko Obat Berizin : 232 

Distribusi Obat Tradisional : 668 

Distribusi Suplemen Kesehatan : 426 

Distribusi Kosmetik : 853 

Distribusi Pangan : 2071 

Jumlah : 9163 
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B. LINGKUNGAN INTERNAL 

1. Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana 

Tanah dan Bangunan Kantor 

Sejak bulan September tahun 2016, Kantor Balai Besar POM di Semarang menempati 

lokasi di Jalan Sukun Raya No. 41 A, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan 

Banyumanik dengan Sertifikat Hak Pakai No. 65 seluas 9.845 m2. Bangunan terdiri 

dari 2 gedung yaitu gedung administrasi dan gedung laboratorium. Gedung 

administrasi terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas bangunan lantai I : 1.256 m2 dan 

lantai II : 1.356 m2. Gedung laboratorium terdiri atas 3 (tiga) lantai dengan luas 

bangunan lantai I : 2.385 m2, lantai II : 2.367 m2 dan lantai III : 986 m2. 

 

Gedung kantor sebelumnya yang berlokasi di Jalan Madukoro Blok AA-BB No. 8 

Semarang, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat difungsikan sebagai 

gudang barang bukti dan Barang Milik Negara (BMN) tetapi kondisi saat ini 

permukaan tanah di lingkungan sekitar kantor mengalami penurunan sehingga 

sangat rawan akan banjir di musim hujan dan rob atau air laut pasang di musim 

kemarau. 

 

 Rumah Dinas 

Rumah dinas yang dimiliki sebanyak 1 unit dengan luas tanah 206 m2 dan luas 

bangunan 99 m2. Status rumah : Hak Pakai No.1, merupakan Rumah Negara 

Golongan I Type A, dengan kepemilikan: Pemerintah RI Cq. Badan POM RI. Rumah 

dinas beralamat di Jalan Puri Anjasmoro blok N III No. 23 Kota Semarang. 

 

Sarana penerangan, sarana komunikasi dan sumber air 

a. Sarana Penerangan 

- Gedung Administrasi   : Listrik dari PLN daya 164 KVA 

- Gedung Laboratorium  : Listrik dari PLN daya 555 KVA 

- Sumber listrik cadangan  : Generator 100 KVA dan Generator 250 KV 

- Gedung Kantor Madukoro : Listrik dari PLN daya 131 KVA 
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b. Sarana Komunikasi 

Nomor Telepon : 7 saluran (024-7613761, 7612324 (ULPK), 7613768, 

  7612329, 7610391, 7612325, 7612328) 

Nomor Faximili :  2 saluran (024-7613622, 7612325) 

Alamat e-mail : likpomsm@yahoo.com; 

bpom_semarang@pom.go.id 

Lokal Komunikasi : PABX dengan 50 saluran 

Alat Video : 1 set yang terhubung dengan Badan POM dan 33 

Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia.  

Tersedia Local Area Network (LAN) yang dihubungkan dengan Virtual Private 

Network (VPN) yang berbasis satelit di Badan POM yang digunakan untuk 

pengiriman data SIPT, aplikasi e-bpom, National Single Window (SKI dan SKE) dan 

layanan internet 

 

c. Sumber Air 

Sumber air untuk keperluan sehari-hari menggunakan air sumur artetis. Untuk 

keperluan teknis laboratorium menggunakan air sumur melalui proses water 

purifier menghasilkan air type 2 dengan kapasitas 120 liter/jam. 

 

d. Sarana Transportasi 

- Kendaraan roda empat sejumlah 11 unit. 

Data kendaraan roda empat pada kantor Balai Besar POM di Semarang Tahun 

2021 dapat dilihat pada lampiran Tabel 26B. 

- Kendaraan roda dua sejumlah 1 unit. 

Data kendaraan roda dua pada kantor Balai Besar POM di Semarang Tahun 

2021 dapat dilihat pada lampiran Tabel 26B. 

 

 

 

 

mailto:bpom_semarang@pom.go.id
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2. Sumber Daya Manusia 

Jumlah SDM yang dimiliki UPT Balai Besar POM di Semarang dan Loka POM pada 

Tahun 2021 sebanyak 192 pegawai (Tabel 27), dengan penambahan dan 

pengurangan pegawai seperti tampak pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Tahun 2021 

 

Komposisi pertumbuhan jumlah pegawai Balai Besar POM di Semarang pada Tahun 

2021 terdapat pengurangan pegawai sejumlah 7 (tujuh) orang pegawai, 4 (empat) 

orang merupakan pegawai redistribusi, 1 (satu) orang diangkat sebagai Direktur 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan 

dan Kesehatan pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kesehatan Badan POM, dan 2 (dua) orang 

pegawai karena telah memasuki Batas Usia Pensiun. 

 

Berdasarkan usia, dari 146 pegawai Balai Besar POM di Semarang sekitar 21,2% 

diantaranya berusia ≥ 51 tahun. Komposisi ini memerlukan strategi khusus untuk 

menyeimbangkan beban kerja yang semakin meningkat, transfer pengetahuan dan 

pengalaman. Komposisi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

146
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Gambar 2.3 Profil Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2021 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan, 76.71% pegawai Balai Besar POM di Semarang 

merupakan sarjana setingkat S1 dan S2. Apoteker sebagai profesi di bidang 

kesehatan menempati porsi terbesar. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.4. Secara lengkap jumlah dan komposisi 

pegawai berdasarkan tingkat pendidikan serta penempatan di masing-masing bidang 

dapat dilihat pada lampiran Tabel 28.  

Gambar 2.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Semarang   
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 

 

Di samping pendidikan dasar, kompetensi teknis dan manajerial pegawai harus 

selalu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Upaya untuk 
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meningkatkan kompetensi SDM dilakukan melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen 

seperti pada lampiran Tabel 29. 

 

3. Kemampuan Kerja Tenaga Penguji 

Pada tahun 2021, jumlah ASN di Bidang Pengujian sejumlah 58 orang, terdiri dari 1 

(satu) orang Koordinator, 2 (dua) orang Subkoordinator, 50 orang tenaga teknis 

pengujian yang aktif dan 8 orang tenaga teknis pengujian sedang mengikuti tugas 

belajar. Tenaga teknis pengujian terdistribusi di 5 (lima) laboratorium yaitu 

Laboratorium Pengujian Produk Terapetik dan NAPZA, Laboratorium Pengujian 

Kosmetik, Laboratorium Pengujian Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, 

Laboratorium Pengujian Pangan dan Air, dan Laboratorium Pengujian Mikrobiologi. 

Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 

Tabel 30. 

 

4. Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian 

Balai Besar POM di Semarang memiliki laboratorium yang telah terakreditasi oleh 

KAN-BSN dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu sejak tahun 2002 sesuai 

pedoman DSN 01, dan mulai mengimplementasikan ISO/IEC 17025:2017 sejak 2018 

Laboratorium telah 3 (tiga) kali direakreditasi pada tahun 2002, 2012, dan 2018. 

Sampai dengan tahun 2021 laboratorium Balai Besar POM di Semarang mempunyai 

1545 ruang lingkup pengujian yang terakreditasi oleh KAN-BSN. 

 

5. Peralatan Laboratorium 

Peralatan laboratorium merupakan salah satu aspek pendukung jaminan mutu hasil 

pengujian. Untuk menjaga konsistensi dan kompetensi laboratorium pengujian, Balai 

Besar POM di Semarang melakukan pemeliharaan instrumen laboratorium, 

penggantian suku cadang, kalibrasi, dan verifikasi peralatan. Standar minimum 

peralatan pengujian BBPOM di Semarang tahun 2021 sesuai ketentuan dari Badan 

POM dapat dilihat pada lampiran Tabel 32A-32C. 
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6. Barang Inventaris 

Barang inventaris dan aset yang dipergunakan Balai Besar POM Semarang dikelola 

sebagai Barang Milik Negara (BMN). Barang inventaris tersebut terdiri atas barang 

inventaris yang berasal dari eks Ditjen POM atau milik Kementrian Kesehatan, serta 

barang inventaris yang dimiliki sejak Badan POM berdiri. Secara lengkap inventaris 

kantor dapat dilihat pada lampiran Tabel 26A. 

 

7. Anggaran 

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang 

keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

- Total Pagu Anggaran Tahun 2021 : Rp.           46.459.983.000.- 

- Realisasi Anggaran   : Rp.           46.438.579.601,- 

Persentase realisasi anggaran sebesar 99,95% dari lokasi anggaran tahun 2021.  

Rincian rencana dan realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran Tabel 36. 

 

Balai Besar POM di Semarang merupakan institusi yang memberikan jasa layanan 

kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diberikan target Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) Tahun 2021 oleh Badan POM sebesar Rp 303.200.000,- . Realisasi PNBP 

sebesar Rp 913.650.000,- berasal dari pelayanan Balai Besar POM di Semarang 

kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan 

Surat Keterangan Impor (SKI) dan penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE). 

Laporan penerimaan PNBP pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 37. 

 

Rincian realisasi PNBP yang diperoleh Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 

sebagai berikut : 

- Pengujian Laboratorium    : Rp.       475.200.000,- 

- Pengujian SKI dan SKE    : Rp.       438.450.000,- 

  Rp.       780.580.000,- 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN 

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 

 

 

BALAI BESAR POM DI SEMARANG  

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang di Provinsi Jawa Tengah selama 

kurun waktu tahun 2021. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui sampling produk yang beredar di 

pasaran untuk kemudian dilakukan pengujian. Target sampel rutin sebesar 2917 sampel dan 

terealisasi sebesar 2973 sampel (101,9%) terdiri dari 569 sampel produk obat (19,14%), 811 sampel 

kosmetika (27,28%), 446 sampel obat tradisional (15,00%), 157 sampel produk suplemen kesehatan 

(5,28%) dan 990 sampel produk pangan (33,30%).  

 

Selain sampel rutin Balai Besar POM di Semarang, Laboratorium BBPOM di Semarang juga 

menerima sampel rutin dari Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Kota Surakarta. Sampel dari 

Loka POM di Kabupaten Banyumas sebanyak  229 sampel, terdiri dari 47 sampel produk terapetik, 

35 sampel produk obat tradisional, 12 sampel produk suplemen kesehatan, 70 sampel produk 

kosmetik dan  65 sampel produk pangan. Sampel dari Loka POM di Kota Surakarta sebanyak  229 

sampel, terdiri dari  47 sampel produk terapetik,  35 sampel produk obat tradisional,  12 sampel 

produk suplemen Kesehatan,  70 sampel produk kosmetik dan  65 sampel produk pangan. 

 

Selain sampel rutin, Laboratorium BBPOM di Semarang juga menerima sampel lain yaitu sampel 

penelusuran kasus, sampel uji laboratorium unggulan rokok dan sterilitas dari Balai/Balai Besar 

POM lain, serta sampel dari pihak ketiga (PNBP). 

 

Sampel penelusuran kasus Balai Besar POM di Semarang sebanyak 85 sampel, terdiri dari 9 sampel 

produk terapetik, 32 sampel produk obat tradisional, 1 sampel produk suplemen Kesehatan, 30 

sampel produk kosmetik, dan 13 sampel produk pangan.  

Sampel penelusuran kasus Loka POM Banyumas sebanyak 42 sampel, terdiri dari 2 sampel produk 

terapetik, 8 sampel produk obat tradisional, 20 sampel produk kosmetik, dan 12 sampel produk 

pangan. 
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Sampel penelusuran kasus Loka POM Surakarta sebanyak 61 sampel, terdiri dari 15 sampel produk 

obat tradisional, 11 sampel produk kosmetik, dan 35 sampel produk pangan.  

 

Sampel uji Laboratorium Unggulan dari Balai lain terdiri dari Unggulan Uji Rokok sebanyak 16 

sampel dan Unggulan Uji Sterilitas 5 sampel.  

 

Sampel pihak ketiga (PNBP) sebanyak 335 terdiri dari 2 sampel terapetik, 6 sampel obat tradisional, 

4 sampel kosmetik, 323 sampel produk pangan termasuk sampel antar instansi (DA) sebanyak 265 

sampel.  

 

Dari total sampel yang diterima sebanyak 3982 sampel tersebut telah dilakukan pengujian dengan 

hasil 3266 sampel (82,02%) memenuhi syarat (MS) dan 716 sampel (17,98%) tidak memenuhi 

syarat (TMS). Profil sampel DIPA dan sampel penelusuran kasus berdasarkan komoditi dan hasil uji 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 3.1. Profil Sampel Rutin BBPOM di Semarang Berdasarkan  

Komoditi dan Hasil Uji Tahun 2021 
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Gambar 3.2. Profil Sampel Non Rutin BBPOM di Semarang Berdasarkan  

Komoditi dan Hasil Uji Tahun 2021 

 

A. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PRODUK TERAPETIK/OBAT DAN 

NAPPZA 

1. Sampling dan Pengujian Produk Obat dan Produk Narkotika, Psikotropik, Prekursor dan 

Zat Adiktif (NAPZA) 

Balai Besar POM di Semarang melakukan pengujian obat yang disampling dari sarana 

distribusi dan sarana pelayanan. Sampel yang berasal dari sampel Rutin BBPOM di Semarang 

sebanyak 569 sampel (termasuk 4 sampel rokok dan 2 sampel vaksin), Loka POM di 

Kabupaten Banyumas 47 sampel dan Loka POM di Kota Surakarta  47 sampel. Sampel dari 

Bidang Penindakan sejumlah  9 sampel kasus dan dari Loka Banyumas 2 sampel kasus. 

Sampel unggulan rokok 16 sampel, sampel sterilitas 5 sampel dan sampel PNBP 2 sampel. 

Total sampel sejumlah 633 sampel. 

Pada tahun 2021 definisi sampel tidak memenuhi syarat pada sampel rutin, bahwa selain 

TMS uji laboratorium juga mencakup TIE, illegal, palsu, rusak, kedaluwarsa serta TMK 

penandaan. Dari sejumlah 663 sampel obat Rutin yang berasal dari BBPOM Semarang, Loka 

POM di Kabupaten Banyumas dan Loka POM di Kota Surakarta, hasilnya 578 sampel MS dan 

85 sampel TMS.  
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Dari hasil uji sampel penelusuran kasus Bidang Penindakan dan Loka Banyumas, 4 Sampel 

MS dan 7 sampel TMS. Sampel unggulan rokok dari balai lain sejumlah 16 sampel dengan 

hasil MS. 

 

 

Gambar 3.3 Profil Hasil Uji Sampel Obat  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

  

Gambar 3.4 Profil Hasil Uji Mikrobiologi Sampel Obat DIPA dan sampel lain-lain  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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Sampling dan Pengujian Produk Tembakau 

Balai Besar POM di Semarang melakukan sampling produk tembakau sejumlah 4 sampel 

dengan hasil 4 sampel MS . 

 

Dalam rangka pengawasan komoditi rokok yang beredar, Balai Besar POM  di Semarang 

sebagai Laboratorium Unggulan Uji Rokok telah melakukan pengujian rokok sebanyak 4 

sampel dari BBPOM Semarang dan 16 sampel yang berasal dari Balai Besar/Balai POM yang 

lain, yaitu Banda Aceh 2 sampel, Bandung 1 sampel, Manado 4 sampel, Medan 4 sampel, 

Pekanbaru 2 sampel, Serang 1 sampel, Bengkulu 2 sampel. Hasil pengujian sampel  rokok 

yaitu 20 sampel  MS. Rincian hasil pengujian rokok dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah 

ini. 

 

Gambar 3.5 Profil Sampling dan Pengujian Rokok 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

2. PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN PRODUK NARKOTIKA, PSIKOTROPIK, 

PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF (NAPPZA) 

Industri farmasi yang ada di wilayah Jawa Tengah sejumlah 22 sarana. Selama tahun 2021 

telah dilakukan inspeksi terhadap sarana produksi sebanyak 17 kali dalam rangka 

pemenuhan ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) terkini. 

Inspeksi dalam rangka pemenuhan CPOB tersebut dilakukan 17 kali terdiri dari 14 kali 

inspeksi mandiri Balai Besar POM di Semarang dan 3 kali inspeksi bersama dengan petugas 
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dari Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Dari 

inspeksi tersebut, terdapat 1 sarana diperiksa dalam rangka permohonan persetujuan 

penggunaan gudang di luar pabrik. 

 

Dalam rangka menyikapi kondisi Covid-19 yang terjadi dan sesuai himbauan pemerintah 

untuk melakukan pembatasan fisik atau physical distancing, 2 trip inspeksi dilakukan tanpa 

site visit ke sarana. Yaitu 1 trip dilakukan secara virtual inpection dalam rangka pemeriksaan 

gudang di lokasi luar pabrik dan 1 trip dilakukan dengan desktop (review dokumen) dalam 

rangka pengawasan produksi obat JKN. 

 

Berdasarkan hasil inspeksi tahun 2021, secara umum hasil memenuhi ketentuan (MK). 

Namun demikian terdapat 1 sarana dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) karena 

terdapat temuan kritis yaitu melakukan produksi tablet penisilin di fasilitas yang telah habis 

masa berlaku Sertifikat CPOB-nya. Kepada sarana tersebut diberikan sanksi Peringatan Keras 

Fasilitas nonsteril Betalaktam (Penisilin), Larangan Produksi Tablet Penisilin dan turunannya, 

serta Penarikan Produk. 

Terhadap semua sarana yang diinspeksi, sebagai tindak lanjut, sarana diminta untuk 

menyampaikan CAPA (Corrective Action and Preventive Action) terhadap 

ketidaksesuaian/temuan. 

 

Selain melakukan inspeksi terhadap industri farmasi, Balai Besar POM di Semarang juga 

melakukan visitasi terhadap 1 Unit Donor Darah (UDD) dalam rangka perpanjangan izin 

operasional bersama dengan petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi dan UTD PMI Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

Gambar 3.6 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat (Industri Farmasi) 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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3. Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obatdan Produk Narkotika, Psikotropik, 

Prekursor dan Zat Adiktif (NAPPZA) 

Capaian pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat dan NAPPZA dapat dilihat pada 

Tabel 7A. 

a. Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

Pengawasan PBF dilakukan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat yang 

beredar dan mengamankan jalur distribusi / lalu lintas obat. Jumlah PBF di wilayah area 

pengawasan Balai Besar POM di Semarang  pada tahun 2021 sebanyak 144 sarana yang 

tersebar di 26 kab/kota. Target PBF yang diperiksa Balai Besar POM di Semarang pada 

tahun 2021 adalah 21 sarana dan terealisasi lebih banyak yaitu 23 sarana dengan 

rincian, pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan rutin terhadap penerapan aspek-aspek 

Cara Distribusi Obat yang Baik sebanyak 17 sarana (73,91%), pemeriksaan khusus 

pengelolaan Vaksin Covid-19 dan CCP lainnya sebanyak 4 sarana (17,39%) dan 

pemeriksaan dalam rangka penelusuran penyaluran obat sebanyak 2 sarana (8,6%).  

 

Hasil pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Semarang, secara umum 

menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan 

atau penanggung jawab sarana. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, 15 sarana 

(65,22%) MK dan 8 sarana (34,78%) TMK. Prosentase hasil pemeriksaan TMK mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan prosentase TMK tahun 2021, dimana tahun 2021 

prosentase TMK sebanyak 45,45%. Penetapan TMK terhadap sarana yang diperiksa 

berdasarkan kriteria dan jumlah temuan pada sarana. Jenis pelanggaran yang ditemukan 

yaitu TMK terkait Sertifikat CDOB pada 2 sarana dan TMK Cara Distribusi Obat yang Baik 

(CDOB) pada 6 sarana dengan rincian, temuan aspek Operasional Penyimpananpada 3 

sarana, aspek Operasional Penyaluran pada 1 sarana dan aspek Dokumentasi pada 2 

sarana.   

Tindak lanjut terhadap PBF yang TMK adalah diberikan sanksi Peringatan (P) terhadap 5 

sarana, Peringatan Keras (PK) terhadap 3 sarana. Tidak ada pemberian sanksi 

Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) terhadap Pedagang Besar Farmasi pada tahun 

2021. 
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Gambar 3.7 Profil Hasil Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi 

Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 

 

b. Apotek 

Selama tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 108 sarana dari 2954 Apotek di 

wilayah pengawasan Balai Besar POM di Semarang, dengan hasil pemeriksaan66 sarana 

(61,11%) MK dan 42 sarana (38,89%) TMK. Jenis pelanggaran yang ditemukan yaitu : 

● Perijinan (2 sarana) 

● TMK Pengadaan (5 sarana) 

● TMK Pengadaan dan Penjualan OT TIE (1 sarana) 

● TMK Pengadaan dan Penyimpanan (1 sarana) 

● TMK Perijinan dan Pengadaan (1 sarana) 

● TMK Pengadaan dan Penjualan Obat Setelan (1 sarana) 

● TMK Pengadaan, Penjualan Obat Setelan dan OT TIE (1 sarana) 

● TMK Pengadaan, Penyaluran, Penjualan OT TIE (1 sarana) 

● TMK Pengadaan, Penyaluran, Penjualan Obat Setelan (1 sarana) 

● Penjualan Obat Setelan (1 sarana) 

● TMK Penyaluran (14 sarana) 

● TMK Penyaluran dan Penjualan OT TIE (3 sarana) 

● TMK Penyaluran dan Penyimpanan (9 sarana) 

● Penjualan OT TIE (1 sarana) 
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Terhadap Apotek yang melanggar ketentuan dilakukan tindak lanjut berupa : 

● Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) terhadap2 sarana,  

● Peringatan Keras  terhadap 40 sarana 

 

 
 
 

 
 

Gambar 3.8 Profil Hasil Pemeriksaan Apotek  
BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 
 

c. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota 

Instalasi Farmasi Kab/Kota yang berada di wilayah pengawasan Balai Besar POM di 

Semarang sejumlah 27 sarana. Pada tahun 2021 pemeriksaan dilakukan terhadap 27 



 

 28 

sarana Instalasi Farmasi Kab/Kota/ Provinsi dengan hasil pemeriksaan8 sarana (29,63%) 

MK dan 19 sarana (70,37%) TMK. Jenis penyimpangan yang ditemukan yaitu 

penyimpanan obat yang tidak sesuai ketentuan pada 19 sarana. Terhadap 13 sarana 

Instalasi Farmasi Kab/Kota yang tidak memenuhi ketentuan diberikan tindaklanjut 

berupa Peringatan Keras terhadap 1 sarana, Peringatan terhadap 5 sarana, dan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap 13 sarana. 

Gambar 3.9 Profil Hasil Pemeriksaan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota/ Provinsi 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

d. Rumah Sakit (RS) 

Jumlah Rumah Sakit di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Semarang sebanyak 208 

sarana. Tahun 2021 Rumah Sakityang diperiksa sebanyak 46sarana, dengan hasil 38 

sarana (82,61%) MKdan 8 sarana (17,39%) TMK. Dari 46 sarana yang diperiksa tersebut, 

dengan rincian : 

● Pemeriksaan dalam rangka Intensifikasi/ pendampingan pengelolaan Vaksin Covid-19, 

khusus untuk Rumah Sakit yang mengelola Vaksin Covid-19. Dari 46 sarana yang 

diperiksa, 36 sarana dilakukan pendampingan pengelolaan Vaksin Covid-19, dengan hasil 

31 sarana (67,39%) MK dan 5 sarana (10,87%) TMK. Jenis penyimpangan yang 

ditemukan yaitu penyimpanan Vaksin Covid-19 tidak sesuai ketentuan pada 5 sarana 

dan diberikantindaklanjut berupa Peringatan Keras. 
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● Pemeriksaan rutin terkait pengelolaan obat secara umum untuk Rumah Sakit yang tidak 

mengelola Vaksin Covid-19. Dari 46 sarana yang diperiksa, 10 sarana dilakukan 

pemeriksaan rutin dengan hasil 7 sarana (70,00%) MK dan 3 sarana (30,00%) TMK. Jenis 

penyimpangan yang ditemukan yaitu penyimpanan obat yang tidak sesuai ketentuan 

pada 3 sarana dan diberikan Tindaklanjut berupa Peringatan Keras. 

Gambar 3.10 Profil Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit 
BBPOM di Semarang Tahun 2021 

e. Puskesmas 

Puskesmas yang berada di wilayah Jawa Tengah sejumlah 632 sarana.  Selama tahun 

2021telah dilakukan pemeriksaan pada 311 sarana dengan hasil pemeriksaan 297 sarana 

(95,50%) MK dan 14 sarana (4,50%) TMK. Dari 311 sarana yang diperiksa tersebut, 

dengan rincian : 

● Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap 20 sarana, dengan hasil 18 sarana (90,00%) MK 

dan 2 sarana (10,00%) TMK. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada 2 sarana yang TMK 

adalah penyimpanan obat yang tidak sesuai ketentuan. Tindak lanjut yang telah 

dilakukan terhadap 2 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, diberikan tindaklanjut 

berupa Peringatan Keras. 

● Pemeriksaan dalam rangka intensifiikasi/ pendampingan pengelolaan vaksin Covid-19 

terhadap 291 sarana, dengan hasil 279 sarana (95,88%) MK dan 12 sarana (4,12%) TMK. 

Ketidaksesuaian yang ditemukan pada 12 sarana yang TMK adalah penyimpanan Vaksin 

Covid-19 yang tidak sesuai ketentuan. Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap 12 

sarana yang tidak memenuhi ketentuan, diberikan perintah perbaikan dalam 
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pengelolaan vaksin covid 19, terutama penyimpanan vaksin Covid 19 sesuai dengan 

persyaratan penyimpanan vaksin Covid 19 

 

Gambar 3.11 Profil Hasil Pemeriksaan Puskesmas 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

f. Klinik 

Jumlah Klinik di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Semarang adalah 948 sarana. 

Sarana Klinik yang diperiksa tahun 2021 adalah 45sarana dengan hasil 21 sarana 

(46,67%) MK dan24 sarana (53,33%) TMK. Pemeriksaan Klinik dibedakan 2 jenis 

pemeriksaan : 

● Khusus Klinik yang mengelola Vaksin Covid-19 dilakukan Intensifikasi/ pendampingan 

pengelolaan Vaksin Covid -19. Dari 45klinik yang diperiksa, 4 sarana dilakukan 

pendampingan pengelolaan vaksin Covid 19 dengan hasil 3 sarana (75,00%) MK dan 1 

sarana (25,00%) TMK. Jenis penyimpangan yang ditemukan yaitu penyimpanan Vaksin 

Covid-19 tidak sesuai ketentuan pada 1 sarana dan diberikan tindaklanjut berupa 

Peringatan Keras. 

● Klinik yang tidak mengelola Vaksin Covid-19 dilakukan pemeriksaan rutin terkait 

pengelolaan obat secara umum. Dari 45klinik yang diperiksa, 41 sarana dilakukan 

pemeriksaan rutin dengan hasil 18 sarana (43,90%) MK dan 23 sarana (56,10%) TMK. 

Jenis penyimpangan yang ditemukan yaitu : 

● TMK Dokumentasi dan Penyimpanan Psikotropika(1 sarana) 

● TMK Pengadaan (6 sarana) 

● TMK Pengadaan dan Penyerahan (1 sarana) 
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● TMK Pengadaan dan Penyimpanan (3 sarana) 

● Perijinan dan Tenaga Kefarmasian/ SDM (1 sarana) 

● Tenaga Kefarmasian/ SDM (2 sarana) 

● Tenaga Kefarmasian/ SDM dan Pengadaan (2 sarana) 

Tindak lanjut yang telah dilakukan berupa Peringatan Keras terhadap 23 Sarana. 

Gambar 3.12  Profil Hasil Pemeriksaan Klinik 
BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

g. Toko Obat Berizin (TOB) 

Jumlah toko obat berizin di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Semarang adalah 

232 sarana. Pada tahun  telah dilakukan pemeriksaan terhadap toko obat berizin 

sebanyak 29 sarana dengan hasil 8 sarana (27,59%) MK dan 21sarana (72,41%) TMK. 

Pelanggaran yang ditemukan yaitu :  

● TMK Pengadaan (2 sarana) 

● TMK Pengadaan dan Penjualan Obat Keras (2 sarana) 

● TMKPengadaan dan Penyaluran (4 sarana) 

● TMKPengadaan dan Penjualan Produk TIE (3 sarana) 

● TMKPengadaan, Penjualan Obat Keras dan OT TIE (1 sarana) 

● TMKPengadaan, Penyaluran dan Penjualan Obat Keras & OT TIE (1 sarana) 

● TMKPenyaluran (2 sarana) 

● Perijinan dan Penjualan Produk TIE(1 sarana) 

● Perijinan, Pengadaan dan Penjualan Obat Keras (1 sarana) 

● Perijinan, Pengadaan, Penjualan Obat Keras & OT TIE (1 sarana) 

● Penjualan Produk OT TIE (2 sarana) 
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● Penjualan Obat Keras (1 sarana) 

 

Tindak lanjut yang telah dilakukan berupa Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) 

terhadap 1 sarana dan Peringatan Keras terhadap 20 sarana. 

Gambar 3.13 Profil Hasil Pemeriksaan Toko Obat Berizin 
BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

4. Audit Sarana Distribusi Obat Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan CDOB 

Sesuai Peraturan Kepala Badan POM No.25 tahun 2017 tentang Sertifikasi CDOB maka 

setiap PBF wajib memiliki sertifikat CDOB sebelum melakukan kegiatan operasional, dari 

tahun 2018 sampai saat ini PBF yang belum mempunyai sertifikat CDOB harus melakukan 

permohonan sertifikasi. Pada tahun 2021 PBF yang mengajukan sertifikat CDOB tidak cukup 

banyak, BBPOM Semarang melakukan penilaian sarana distribusi obat, Pedagang Besar 

Farmasi  dalam rangka sertifikasi CDOB sebanyak 12 sarana, pelaksanaan secara daring 4 

sarana, luring 8 sarana. Dengan rincian PBF penyalur produk CCP dan Obat lain 3 sarana, 

Narkotik 1 sarana , Obat lain 7 sarana, CCP 1 sarana.  Sebanyak 12 rekomendasi diterbitkan. 

Capaian rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu 100%. Dalam rangka 

mendorong percepatan penerapan aspek CDOB BBPOM Semarang melayani konsultasi 

denah PBF dan mengeluarkan persetujuan denah PBF sebanyak 20  dokumen. 
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Gambar 3.14  Profil audit sarana distribusi obat dalam rangka 

pemenuhan persyaratan CDOB Tahun 2021 
 
 

B. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN 

1. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 

Selama tahun 2021, Balai Besar POM di Semarang melakukan sampling dan pengujian 

produk suplemen kesehatan sebanyak 181 sampel, terdiri dari 156 sampel Rutin, 1 sampel 

Rutin uji DNA dirujuk ke Balai Besar POM di Surabaya, 12 sampel dari Loka POM di 

Kabupaten Banyumas dan 12 sampel dari Loka POM di Kota Surakarta. 

 

Hasil pengujian suplemen kesehatan diperoleh 159 sampel MS dan 22 sampel TMS. Sampel 

TMS terdiri dari TMS uji 9 sampel, TMK penandaan 11 sampel, TMK penandaan dan TMS uji  

1 sampel, serta TIE 1 sampel. Hasil uji suplemen kesehatan pada tahun 2021 dapat dilihat 

pada Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 Profil Hasil Uji Kimia Sampel Suplemen Kesehatan 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

Parameter suplemen kesehatan yang TMS yaitu kadar Vitamin C, Vitamin A, Vitamin B1, dan 

Pengawet. 

Produk suplemen kesehatan yang diuji secara mikrobiologi di Balai Besar POM di Semarang 

Tahun 2021 sebanyak 60 sampel terdiri dari 53 sampel DIPA BBPOM di Semarang, 5 sampel 

Loka POM di Kota Surakarta dan 2 sampel Loka POM di Kabupaten Banyumas. Hasil 

pengujian 59 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (TMS angka 

lempeng total). 

 

2. Pengawasan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan 

Pengawasan Sarana produksi suplemen kesehatan dilakukan terhadap Industri Farmasi (IF) 

dan Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan di Jawa Tengah. 

Pada tahun 2021 masih ada pemeriksaan sarana suplemen kesehatan yang dilakukan 

pemeriksaan bersama dengan petugas LOKA POM di Kota Surakarta. Dari 19 sarana yang 

memproduksi suplemen kesehatan di Jawa tengah telah dilakukan pemeriksaan setempat 

terhadap 8 (delapan) sarana dalam rangka pemeriksaan rutin. 
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Hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan)sarana di atasyaitu7 sarana Memenuhi Ketentuan 

(MK) dan 1 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil inspeksi seluruhnya dilaporkan 

dalam bentuk laporan hasil inspeksi ke Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan 

Suplemen Kesehatan BPOM RI yang akan ditindaklanjuti oleh pusat berupaberupaperintah 

pembuatan CAPA. 

Gambar 3.16 Profil Pengawasan Sarana ProduksiSuplemen Kesehatan  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

 

3. Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan 

Pemeriksaan sarana distribusi produk suplemen kesehatan dilakukan terhadap 16 sarana 

dengan hasil 13 sarana (81,25 %) MK dan 3 sarana (18,75%) TMK (Tabel 7B). Rincian temuan 

pemeriksaan adalah menjual obat kerastanpakewenangan pada 1 sarana, produk suplemen 

kesehatan tanpa ijin edar pada 1 sarana dan OT mengandung bahan kimia obat 1 

sarana.Tindak lanjut terhadap sarana TMK yaitu pemusnahan pada 3 sarana 

 

Gambar 3.17 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan  
BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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C. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL 

1. Sampling dan Pengujian Produk Obat Tradisional 

Sampling terhadap produk obat tradisional (OT) yang beredar di pasaran sebanyak 584 

sampel, terdiri dari 523 sampel rutin dan 61 sampel non rutin. Sampel rutin diperoleh dari 

sampling Balai Besar POM di Semarang sejumlah 446 sampel, sampling Loka POM di 

Kabupaten Banyumas 35 sampel dan sampling Loka POM di Kota Surakarta 42 sampel. Hasil 

uji sampel Rutin, diperoleh hasil 387 sampel MS dan 136 sampel TMS terdiri dari TIE 8 

sampel, TMS uji 37 sampel, TMK label 80 sampel serta TMS uji dan TMK label 11 sampel.  

 

Sampel non rutin sebanyak  61 sampel terdiri dari 6 sampel pihak ketiga, dan 55 sampel 

penelusuran kasus. Hasil pengujian terhadap 61 sampel diperoleh 15 sampel MS dan 46 

sampel TMS. Jumlah sampel obat tradisional yang diuji dapat dilihat pada Gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18 Profil Jumlah Sampel Obat Tradisional  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

Hasil pengujian sampel Obat Tradisional secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Tabel 

1A dan IB. 

 

Sampel Rutin Obat Tradisional Balai Besar POM Semarang diuji secara kimia dan 

mikrobiologi. Parameter uji yang TMS dapat dilihat pada Gambar 3.20 dengan TMS 

terbanyak adalah parameter kadar air. Pengujian obat tradisional pada satu sampel bisa 

ditemukan lebih dari satu parameter yang TMS. 
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Gambar 3.19  Profil TMS Sampel DIPA Obat Tradisional BBPOM di Semarang  

Tahun 2021 berdasarkan Parameter Uji  

 

Berdasarkan hasil uji sampel rutin dan penelusuran kasus yang TMS parameter uji bahan 

kimia obat (BKO), terdapat 6 bahan kimia obat yang banyak ditemukan yaitu Kofein, 

Deksametason, Sildenafil, Parasetamol, Efedrin, Pseudoefedrin. Profil BKO yang ditemukan 

dalam Obat Tradisional pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 

 
Gambar 3.20 Profil BKO pada Obat Tradisional BBPOM di Semarang  

Tahun 2021 
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Sampel Obat Tradisional (OT) Balai Besar POM di Semarang tahun 2021 yang diuji secara 

mikrobiologi sebanyak 206 sampel, terdiri atas 188 sampel Rutin BBPOM di Semarang, 14 

Sampel Rutin Loka POM di Kota Surakarta, 3 Sampel Rutin Loka POM di Kabupaten Banyumas 

dan 1 sampel kasus penindakan Loka POM di Kabupaten Banyumas. 

Dari hasil pengujian sampel Rutin secara mikrobiologi, sebanyak 12 sampel TMS (6 Sampel TMS 

ALT, 4 sampel TMS AKK, 2 sampel TMS ALT dan AKK). Hasil Pengujian sampel kasus sebanyak 1 

sampel Memenuhi Syarat. 

 

 

Gambar 3.21 Profil Uji Mikrobiologi Sampel Obat Tradisional  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

 

2. Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional 

Pengawasan sarana produksi obat tradisional dilakukan terhadap Industri Obat Tradisional 

(IOT), IndustriEkstrakBahanAlam (IEBA) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) serta Usaha 

MikroObatTradisional (UMOT). Pada tahun 2021 masih dilakukan pengawasan bersama baik 

dengan petugas LOKA POM di Banyumas maupun LOKA POM di Kota Surakarta terutama untuk 

IOT dan IEBA. Untuk sarana UKOT dan UMOT sebagian besar sudah dilakukan secara mandiri 

oleh LOKA POM di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah sarana IOT di 

wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang sebanyak 10 sarana, IEBAsebanyak6sarana, UKOT di 

luar wilayah LOKA POM Surakarta dan Banyumas sebanyak 45 sarana serta UMOT di luar 

wilayah LOKA POM Surakarta dan Banyumas sebanyak 9 sarana. Hasil pemeriksaan sarana 

produksi obat tradisional dapat dilihat pada lampiran Tabel 6B. 

a. Pengawasan pada Industri Obat Tradisional (IOT) dan IndustriEkstrakBahanAlam(IEBA) 
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Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap 7 (tujuh) sarana IOT dan 3 

(tiga) sarana IEBA. Hasil pemeriksaan untuk sarana IOT adalah 5 sarana (71,43%) Memenuhi 

Ketentuan (MK) dan 2 sarana (28,57%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Untuk hasil 

pemeriksaan sarana IEBA sebanyak 2 (dua) sarana (66,67%) Memenuhi Ketentuan dan 1 

(satu) sarana (33,33%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Hasil inspeksi dilaporkan dalam bentuk 

laporan hasil inspeksi ke Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 

yang akan ditindaklanjuti oleh pusat berupa berupa perintah pembuatan CAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Profil Hasil Pengawasan Sarana Produksi IOT dan IEBA 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

 

b. Pengawasan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)dan Usaha Mikro Obat Tradisional 

(UMOT) 

Selama tahun 2021, dilakukan pengawasan terhadap 41 sarana dengan hasil pemeriksaan 2 

3sarana (56,10%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 18 sarana (43,90%) Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK). Selamatahun 2021 masih dilakukan pengawasan di beberapa sarana di 

wilayah Loka POM di Kota Surakarta yaitu di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 5 (lima) sarana 

dan 1 (satu) sarana di Kota Surakarta.  

Rincian hasil temuan TMK yaitu memproduksi obat tradisonal yang tidak memliki izin edar di 

1 sarana, tidak memiliki penanggungjawab teknis di 2 sarana, dan 15 sarana yang lain terkait 

aspek CPOTB yaitu Higiene Sanitasi dan Dokumentasi yang kurang baik. 

Tindaklanjutterhadaptemuantersebutadalahsurat Peringatanpada 11sarana, Peringatan 

Keras 3 dan perintah perbaikan pada 4 sarana dan kepada semua  sarana diperintahkan 
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untuk membuat Corrective Action and Preventive Action (CAPA)tang ditujukan kepada 

Kepala Balai Besar POM di Semarang dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan BPOM RI. 

 

Gambar 3.23 Profil Hasil Pengawasan Sarana Produksi UKOT / UMOT 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

3. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional 

Pada tahun2021 dilakukan pemeriksaan rutin sarana distribusi Obat Tradisional (OT) terhadap 

60 sarana dengan hasil 33 sarana (55,00%) MK dan 27 sarana (45,00%) TMK. Penyimpangan 

yang ditemukan yaitu menyalurkan OT tanpa izin edar pada18 sarana, OT mengandung bahan 

kimia obat pada5 sarana, OT kadaluwarsa 3 sarana dan menjual obat keras tanpa 

kewenangan pada 1 sarana. Terhadap produk obat tradisional/kosmetika yang TMK tersebut 

dilakukan tindakan oleh petugas agar tidak beredar di masyarakat yaitu pemusnahan di 

tempatpada26 sarana dan pengamanan pada1 sarana.  

 
Gambar 3.24 Profil Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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4. Audit Sarana Produksi Obat Tradisional Dalam Rangka Penerapan Aspek CPOTB 

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) merupakan salah satu faktor penting 

untuk menghasilkan produk obat tradisional yang memenuhi standart mutu dan keamanan. 

Mengingat pentingnya hal tersebut maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi 

industri obat tradisional untuk menerapkan CPOTB melalui pentahapan yang terprogram. 

Untuk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), CPOTB dapat diterapkan dalam 3 (tiga) tahapan 

dimana penerapan aspek CPOTB Tahap 1 ditekankan pada penerapan aspek Sanitasi-Higiene 

dan aspek Dokumentasi. Untuk Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) penerapan aspek CPOTB 

dapat diterapkan dalam 2 tahapan yakni tahap 1 meliputi aspek Sanitasi dan Higiene dan tahap 

2 untuk penerapan aspek dokumentasi. Badan POM terus berupaya agar semua industri obat 

tradisional menerapkan aspek CPOTB dalam setiap kegiatan produksinya dengan memberikan 

kemudahan layanan melalui penggunaan aplikasi e-sertifikasi dan pembinaan UMKM terpadu di 

bidang obat tradisional.  

Tahun 2021 dilakukan terhadap 11 sarana produksi obat tradisional, yang terdiri dari 8 UKOT 

dan 3 UMOT. Capaian rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu 100% 

Gambar 3.25  Profil Audit Sarana Produksi Obat Tradisional 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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D. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PRODUK KOSMETIKA 

1. Sampling dan Pengujian Kosmetika 

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang melakukan sampling dan pengujian terhadap 

1016 sampel kosmetika, terdiri dari sampel Rutin Balai sejumlah 811 sampel, sampel rutin Loka 

POM di Kabupaten Banyumas 70 sampel, sampel rutin Loka POM di Kota Surakarta 70 sampel, 

penelusuran kasus dari bidang penindakan 30 sampel, penelusuran kasus dari Loka POM di 

Kabupaten Banyumas 20 sampel, penelusuran kasus dari Loka POM di Kabupaten Surakarta 11 

sampel, dan sampel dari pihak ketiga sejumlah 4 sampel. 

 

Hasil pemeriksaan dan pengujian  951 sampel rutin, diperoleh  793 sampel MS dan  158 sampel 

TMS terdiri dari TMS uji  10 sampel, TMK 142 sampel, TMS dan TMK 1 sampel, TIE 5 sampel. 

Parameter uji kimia yang TMS meliputi : kadar metanol melebihi persyaratan sejumlah 5 

sampel, positif pewarna Merah K10 sejumlah 1 sampel Kadar metil paraben 1 sampel, triclosan 

pada sediaan bayi 1 sampel, serta hidrokinon dan retinoat 1 sampel. Sampel yang TMS uji 

mikrobiologi meliputi : 1 sampel TMS Angka Lempeng Total serta 1 sampel TMS Angka 

Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir. 

 
 Gambar 3.26 Profil Hasil Uji Sampel Kosmetika Rutin, 

Kasus, dan Loka POM Tahun 2021 
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Berdasarkan hasil uji sampel rutin, sampel penelusuran kasus, dan sampel pihak ketiga, 

diperoleh 43 sampel mengandung bahan berbahaya. Parameter bahan berbahaya yang banyak 

ditemukan adalah hidrokinon, retinoate dan merkuri (Hg). 

 
 

Gambar 3.27 Profil Parameter Sampel Kosmetika TMS 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

Sampel Kosmetik yang diuji secara mikrobiologi sebanyak 332 sampel yang terdiri dari  sampel 

Rutin BBPOM di Semarang, Sampel Loka POM di Kota Surakarta, Sampel Loka POM di 

Kabupaten Banyumas . Dari 332 sampel Rutin yang diuji, terdapat 2 sampel kosmetik TMS 

terdiri atas, 1 sampel kosmetik TMS ALT dan AKK, 1 sampel kosmetik TMS ALT. 

 

 

2. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetika 

Sarana produksi kosmetik di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2021 

sebanyak 46 sarana. Industri Kosmetika yang diperiksa tahun 2021 sebanyak 36 sarana dengan 

rincian hasil pemeriksaan yaitu 16 sarana (44,44%) MK dan 20 sarana (55,56%) TMK. 

Rincian temuan yaitu belum sepenuhnya menerapkan aspek-aspek CPKB di 20 sarana; serta 

terdapat sarana yang memproduksi di fasilitas baru namun belum memiliki Surat Penerapan 

Aspek CPKB pada 1 sarana, TMK penandaan kosmetik pada 9 sarana, ditemukan bahan baku 

dilarang pada 1 sarana, dan ketersedian Dokumen Informasi Produk (DIP) pada 4 sarana.Tindak 

lanjut terhadap hasil pemeriksaan berupa tindakan perbaikan dan pencegahan untuk 
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pemenuhan persyaratan aspek CPKB terhadap semua sarana TMK (20 sarana). Pemberian 

sanksi administratif terhadap sarana produksi kosmetika Golongan B berupa peringatan di 6 

sarana, dan peringatan keras di 2 sarana. Tindak lanjut lainnya adalah pemusnahan terhadap 

temuan produk kosmetika mengandung bahan baku yang dilarang, dan pengamanan 

sementara produk di fasilitas baru yang belum memiliki Surat Penerapan Aspek CPKB. 

 
Gambar 3.28 Profil Hasil Pengawasan Sarana Produksi Kosmetika 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 
 

3. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika 

Dalam rangka melindungi masyarakat dari kosmetika yang dapat merugikan dan 

membahayakan kesehatan, yaitu kosmetika yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu 

dan manfaat, terutama dari kosmetika yang belum ternotifikasi/teregistrasi serta agar 

terpenuhinya hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk kosmetika 

bagi konsumen, maka Balai Besar POM di Semarang melakukan kegiatan pengawasan rutin 

sarana distribusi kosmetika. 

Sarana distribusi kosmetika yang diperiksa pada tahun 2021 sebanyak sebanyak 84 sarana 

dengan hasil 56 sarana (66,67%) MK dan 28 sarana (33,33%) TMK. Jenis ketidaksesuaian yang 

ditemukan yaitu24 sarana menjual kosmetik tanpa izin edar, 3 sarana menjual kosmetik 

kadaluarsa, dan 1 sarana menjual obat keras. Tindak lanjut terhadap temuan tersebut, 

dilakukan pemusnahan di 28 sarana. 
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Produk kosmetika TMK yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sejumlah 

197 item (1816 buah), dengan  rincian tanpa izin edar/tidak memiliki nomor notifikasi 

sebanyak 168 item (1772 buah), kadaluarsa sebanyak 29 item (44 buah). Nilai ekonomi dari 

temuan produk kosmetika TMK tersebut kurang lebih Rp 48.476.000,-.  

Gambar 3.29 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

4. Audit Sarana Produksi/Distribusi Kosmetik dalam rangkka Pemenuhan Aspek CPKB 

Audit sarana produksi kosmetika dilakukan untuk menilai kesiapan sarana dalam perapan 

seluruh aspek Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB). Industri kosmetika golongan A dan 

golongan B yang telah menerapkan aspek CPKB akan memperoleh Sertifikat  Penerapan Aspek 

(SPA) CPKB dari Badan POM berdasarkan Laporan Analisis Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan 

oleh BBPOM di Semarang. Pada tahun 2021 telah dilakukan audit dalam rangka pemberian 

rekomendasi penerapan aspek CPKB di 13 sarana produksi kosmetika yang  terdiri dari 6 

industri kosmetik golongan A dan 7 industri kosmetik golongan B.  

 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan no 12 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika maka dalam hal pemohon notifikasi merupakan importir 

atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus mendapatkan 

rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari UPT BPOM setempat. Pada tahun 2021 BBPOM di 

Semarang telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetika sebanyak 13 sarana 

distribusi pemohon notifikasi 
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Gambar 3.30  Profil Audit Sarana Produksi/Distribusi Kosmetika 
BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

E. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA 

1. Sampling dan Pengujian Produk Pangan 

Pada Tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang menguji sampel pangan dan bahan berbahaya 

sebanyak 1503 sampel, terdiri atas 990 sampel BBPOM di Semarang, 265 sampel antar instansi 

(DA), 65 sampel Loka POM di Kabupaten Banyumas, 65 sampel Loka POM di Kota Surakarta,  13 

sampel penelusuran kasus, 12 sampel penelusuran kasus Loka Banyumas, 35 sampel 

penelusuran kasus Loka Surakarta dan 58 sampel pihak ketiga.  

Sampel Pangan BBPOM di Semarang dan Loka POM yang diuji sejumlah 1120 sampel dengan 

hasil TMS 160 sampel, terdiri dari 2 sampel TIE/Ilegal/Palsu; 11 sampel TMK Label dan MS hasil 

uji; 3 sampel TMK label dan TMS hasil uji; dan 144 sampel MK label dan TMS hasil uji. Rincian 

hasil uji dapat dilihat pada Tabel 1A. 

 

Gambar 3.31 Profil Hasil Uji Sampel Pangan BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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Sampel DIPA dikelompokkan berdasar jenis atau asal sampel, yaitu sampel pangan sesuai 

registrasi (MD, ML, P-IRT, pangan tidak terdaftar), Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), garam 

dan Bahan Berbahaya pada kemasan pangan. Jumlah masing-masing sampel dan hasil ujinya 

seperti terlihat pada Gambar 3.32 dan 3.33. Rincian jenis parameter uji TMS dapat dilihat pada 

lampiran Tabel 2E. 

 

  

 Gambar 3.32 Profil Hasil Uji Sampel Pangan DIPA BBPOM di Semarang  

Tahun 2021 Berdasar Asal Sampel 

 

Gambar 3.33 Profil Hasil Uji Sampel Pangan BBPOM di Semarang 

Tahun 2021 Berdasar Legalitas Produk 



 

 48 

 

Sampel Pangan yang diuji secara mikrobiologi sebanyak 659 sampel, terdiri atas 471 sampel 

Rutin BBPOM di Semarang, 33 sampel Loka POM di Surakarta, 30 sampel Loka POM di 

Banyumas, dan 125 sampel pihak ketiga (PNBP). 

Dari hasil pengujian 534 sampel Rutin diperoleh hasil 522 sampel MS dan 12 sampel TMS, 

dengan rincian 2 sampel TMS  ALT, 3 sampel TMS AKK, 3 sampel TMS Salmonella, 2 sampel 

TMS MPN E coli, dan 2 sampel TMS coliform. 

 

Sampel PNBP yang diuji secara mikrobiologi sebanyak 125 sampel dengan hasil 121 sampel MS 

dan 4 sampel TMS, dengan rincian 1 sampel TMS ALT, 1 sampel TMS AKK dan 2 sampel TMS 

Salmonella. 

 

Gambar 3.34 Profil Uji Mikrobiologi Sampel Pangan DIPA dan Sampel Penelusuran Kasus 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

2. Pengawasan Sarana Produksi Pangan 

a. Pengawasan Industri Pangan 

Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Berdasarkan pertimbangan bahwa 

pelayanan publik dan upaya melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang dapat 

membahayakan kesehatan tetap harus dilaksanakan secara efektif, maka kegiatan 

pemeriksaan pada periode bulan Juli-Agustus 2021 dilakukan secara daring dan melalui 
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pemberitahuan terlebih dahulu kepada sarana (announced inspection). Pelaksanaan 

pemeriksaan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pemeriksaan dokumen (on-desk audit) 

dan tahap pemeriksaan lapang(on-site audit), sesuai dengan kategoripemeriksaan sarana.  

 

Dari 341 industri pangan skala MD yang terdapat di wilayah kerja Balai Besar POM di 

Semarang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 191 sarana produksi pangan, 43 sarana 

(22,51%) diantaranya diperiksa secara daring. Hasil pemeriksaan menunjukkan 104 sarana 

(54,45%) MK dan 87 sarana (45,55%) TMK. 

 

Rincian penyimpanganpada 87 sarana yang TMK yaitu penyimpangan administratifpada 

50 sarana, penyimpangan fisik pada 16 sarana, dan penyimpangan operasional pada 21 

sarana. 

Tindak lanjut terhadap sarana yang TMK yaitu pembinaan dan permintaan untuk 

membuat CAPA pada 87 sarana. 

 

Gambar 3.35 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Skala MD 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

b. Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 

Selama tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 48 Industri Rumah Tangga 

Pangan (IRTP). Selain dalam rangka surveilan CPPB-IRT, IRTP yang menjadi target 

pemeriksaan adalah IRTP yang harus ditindaklanjuti berdasarkan surat dari Badan 

POM/UPT lain atau hasil pengujian sampel tidak memenuhi syarat. Dari pemeriksaan 
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terhadap 48 sarana menunjukkan hasil 8 sarana (16,67%) MK dan 40 sarana (83,33%) 

TMK. 

Temuan terbanyak di sarana IRTP yang tidak memenuhi ketentuan yaitu  aspek higiene 

dan sanitasi. Hal ini ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Semarang dengan melakukan  

pembinaan di sarana dan surat rekomendasi peringatan melalui Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

 

Gambar 3.36 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana IRTP BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

 

3. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan 

Selama tahun 2021 dilakukan pengawasan terhadap 188 sarana distribusi pangan dengan hasil 

145 sarana (77,13%) memenuhi ketentuan dan 43 sarana (22,87%) tidak memenuhi ketentuan. 

Rincian temuan pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu menjual produk sudah 

kedaluwarsa di 17 sarana, menjual produk pangan TIE di 13 sarana, ditemukan produk pangan 

rusak di 9 sarana. Pada saat pengawasan di sarana, selain produk pangan juga ditemukan 

menjual obat keras tanpa kewenangan di 2 sarana, menjual kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) di 

1 sarana dan menjual produk minuman keras tanpa kewenangan di 1 sarana.  

Terhadap sarana TMK dilakukan tindak lanjut yaitu pemusnahan produk TMK di 28 sarana, dan 

perintah retur produk TMK pada 15 sarana.  
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Gambar 3.37 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

4. Intensifikasi Pengawasan Pangan Bulan Puasa Menjelang Idul Fitri, Natal Tahun 2021, dan 

Tahun Baru 2022 

Balai Besar POM di Semarang secara rutin melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana 

distribusi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru) 

karena pada periode tersebut tingkat pembelian konsumen terhadap produk pangan 

meningkat sehingga masyarakat perlu dilindungi dari makanan yang beresiko terhadap 

kesehatan. Intensifikasi pengawasan dilakukan terhadap 108 sarana dengan hasil sebanyak 82 

sarana (75,93%) MK dan 26 sarana (24,07%) TMK. Penyimpangan ditemukan di luar parsel/di 

pajangan, antara lain produk kedaluwarsa, rusak, tidak memenuhi ketentuan label, dan tanpa 

izin edar sedangkan produk di dalam parsel telahmemenuhi ketentuan. 

Rincian temuan yaitu ditemukan produk kedaluwarsa pada 6 sarana, menjual produk TIE pada 

6 sarana, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan pada 20 sarana dan ditemukan produk 

pangan rusak pada 16 sarana. Terhadap sarana TMK dilakukan tindak lanjut yaitu pemusnahan 

produk TMK di 9 sarana, dan perintah dikembalikan ke distributor pada 17 sarana. 
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Gambar 3.38 Profil Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

5. Investigasi dan Penelusuran Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan 

Kasus keracunan yang terlaporkan di Balai Besar POM di Semarang tahun 2021 sebanyak 106 

kasus dengan jumlah korban 144 yang sakit dan 1 meninggal. Penyebab keracunan umunya 

disebabkan 100 kasus oleh binatang, 3 kasus oleh pangan dan masing-masing 1 kasus karena 

obat, pestisida dan bahan kimia rumah tangga. Kasus keracuanan tersebut terlaporkan dari 5 

kabupaten/kota yaitu Kabupaten Klaten (86 kasus), Kabupaten Kebumen (14 kasus), Kota 

Semarang (6 kasus), Kabupaten Demak (1 kasus) dan Kabupaten Karanganyar (1 kasus). 

 

Jumlah kasus KLB keracunan pangan yang terjadi di wilayah area pengawasan Balai Besar POM 

di Semarang (18 kabupaten/kota) pada tahun 2021 sebanyak 1 kejadian (Kabupaten 

Demak).  Jumlah korban keracunan tersebut sebanyak 40 orang yang sakit.    Dugaan jenis 

pangan yang menjadi faktor penyebab KLB adalah makanan rutin (pecel). Frekuensi KLB 

keracunan pangan dan kasus keracunan berdasarkan Kabupaten/Kota dan penyebabnya dapat 

dilihat pada lampiran Tabel 20. 
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6. Pengamanan dan Pemantauan Makanan untuk Presiden (RI I), Wakil  Presiden (RI II) dan 

Tamu Negara 

Pelaksanaan pengamanan makanan (food security) terhadap kunjungan kerja RI I, RI II selama 

Tahun 2021 dilakukan sebanyak 9 kali. Lokasi kegiatan di wilayah Jawa Tengah yaitu di Kota 

Semarang, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten 

Wonosobo. 

Total sampel yang diuji sejumlah 287 sampel dengan parameter uji Nitrit, Sianida, Arsen, pH, 

Organoleptis, Formalin dan Pewarna yang dilarang yaitu Rhodamin B dan Methanyl Yellow. 

Hasil uji menunjukkan 270 (94,07%) sampel memenuhi persyaratan dan layak saji, sedangkan 

17 sampel (5,92%) tidak memenuhi persyaratan dengan rincian 17 sampel parameter Nitrit 

sehingga ditarik dan tidak disajikan. 

7. Audit Sarana Produksi dan Distribusi Pangan dalam rangka Perizinan 

Audit dalam rangka PSB untuk rekomendasi pendaftaran pangan pada tahun 2021 dilakukan 

terhadap 205 sarana , dengan rincian 196 sarana dalam rangka pengajuan izin edar, 9 sarana 

dalam rangka pengajuan surat keterangan ekspor (Health Certificate). Nilai capaian 

rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu sebesar 99,51 %. 

Balai Besar POM di Semarang secara proaktif melakukan pendampingan terhadap UMKM 

pengolah pangan lokal spesifik di wilayah Jawa Tengah yaitu produk olahan Carica dari 

Kabupaten Wonosobo serta produk olahan ikan dari Kabupaten dan Kota Tegal. Kegiatan 

pendampingan dilakukan terhadap 47 pengolah carica  diawali dengan bimbingan teknis, 

survey persiapan sarana prasarana dan audit pemeriksaan sarana bangunan. Hasil penilaian 

sebagai berikut : 18  produsen pengolah carica, sudah terbit rekomendasi PSB, dan sudah 

melanjutkan proses daftar akun dan produk di system e-registration; 3 produsen pengolah 

carica, masih proses perbaikan sarana produksi untuk pemenuhan CAPA; 26 produsen 

pengolah carica belum melanjutkan proses pemenuhan CPPOB, karena masih akan 

membangun sarana produksi ditempat baru dan terkendala biaya perbaikan sarana. 

Untuk UMKM pengolah ikan di kabupaten dan Kota Tegal, dari 11 yang mengikuti 

pendampingan, 3 produsen pengolah ikan sudah terbit rekomendasi PSB, dan sudah 

melanjutkan proses daftar akun dan produk di system e-registration 
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Gambar 3.39 Profil Audit Sarana Produksi/Distribusi Pangan 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

F. PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL 

1. Pengawasan Iklan 

Selama Tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang telah melakukan pengawasan  dan 

penilaian  iklan di berbagai media sebanyak 2452 iklan, meliputi : 

1. Media cetak    : 462  iklan(18,85 %) 

2. Media elektronik   : 895 iklan(36,50%) 

3. Media luar ruang   : 772 iklan (31,48 %) 

4. Media Teknologi Informasi  : 323 iklan (13,17%) 
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Gambar 3.40 Profil Hasil Pemantauan Iklan di Berbagai Media 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

Hasil pengawasan yaitu 1643 iklan ( 67,01 %) MK dan 809 iklan ( 32,99 %) TMK. Rincian iklan 

TMK yaitu  81 iklan obat; 75 iklan obat tradisional;  20 iklan suplemen kesehatan; 80 iklan 

makanan/minuman; 87 iklan kosmetika dan 466 iklan rokok. Hasil pengawasan iklan 

berdasarkan media dan jenis komoditi yang diawasi dapat dilihat pada lampiran Tabel 10. 
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Gambar 3.41 Profil Hasil Pemantauan Iklan 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

2. Pengawasan Penandaan Label 

a. Penandaan Label Obat 

Pengawasan penandaan label obat pada tahun 2021 dilakukan terhadap 569 produk. Jenis 

penandaan meliputi kemasan luar, brosur, etiket, strip, blister, amplop dan vial/ ampul. 

Hasil penilaian penandaan produk obat 529 (92.97%) sampel memenuhi ketentuan dan 40 

(7.03%) produk tidak memenuhi ketentuan. Rincian ketidaksesuaian tersebut sebagai 

berikut: 

● Amplop tidak mencantumkan terdapat informasi No. Bets, Kedaluwarsa, tanggal 

pembuatan dan HETsejumlah 1 
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● Catch cover tidak mencantumkan Interaksi Obat sejumlah 1 

● Catch Cover tidak mencantumkan Bets, ED dan HET sejumlah 3 

● Etiket botol tidak mencantumkan HET sejumlah 1 

● Brosur tidak ada interaksi obat sejumlah 21 

● Tidak mencantumkan nomor bets dan netto (manufacturing date) pada kemasan 

primer pada kemasan primer : 3 

● Tidak ada brosur didalam dus sejumlah 10 

Temuan ketidaksesuaian tersebut dilaporkan dan dievaluasi oleh Badan POM melalui 

SIPT. 

Gambar 3.42 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Label Obat 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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b. Penandaan Label Pangan 

Pada Tahun 2021 dilakukan kegiatan pengawasan penandaan label pangan. Penilaian 

dilakukan terhadap 648 label. 490 label  (75,62%) MK dan 158 label (24,38%) kemasan 

TMK penandaan . Penandaan label tidak dilakukan terhadap semua sampel yang masuk ke 

pengujian. Sampel targeted yang tidak dilakukan penandaan label yaitu sampel Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS), sampel UMKM, dan sampel fortifikasi dengan jenis dan merk 

yang sama yang diambil di beberapa kecamatan di wilayah lokus sampling fortifikasi. 

Rincian ketidaksesuaian penandaan label pangan seperti tidak mencantumkan nomor bets 

atau tanggal dan kode produksi sejumlah 92 (58,22%), tidak mencantumkan tanggal 

kedaluarsa sebanyak 30 (18,99%), tidak mencantumkan komposisi 7 (4,43%), tidak 

mencantumkan netto1 (5,41%),  Nomor Izin Edar (NIE) habis masa berlaku (lebih dari 12 

bulan) sejumlah 4 (15,14%), Tanpa Izin Edar (TIE) sejumah 2 sampel (1,26%) 

mencantumkan klaim kesehatan/menyesatkan sebanyak 4 (2,53%), tidak mencantumkan 

nama dan alamat pihak yang memproduksiatau mengimporsebanyak 7 (4,43%), dan 

adanya ketidaksesuaian dengan label yang disetujui sejumlah 9 (5,69%). Temuan tersebut 

ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke Badan POM. Untuk sampel PIRT di wilayah 

Provinsi Jawa Tengah dilakukan tindak lanjut berupa surat kepad Dinas Kesehatan 

setempat untuk dapat dilakukan pembinaan. Sedangkan untuk PIRT di wilayah luar 

Provinsi Jawa Tengah tindak lanjut berupa surat kepada Balai/Balai Besar POM dengan 

tembusan Dinas Kesehatan setempat. 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 59 

Gambar 3.43 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Label Pangan 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 
 

 

c. Penandaan Label Kosmetik 

Penilaian penandaan label kosmetik dilakukan terhadap 811 produk dengan hasil 687 

produk (84,71%) MK Penandaan dan 124 produk (15,29%) TMK Penandaan dan 5 produk 

TIE ( 0,62%). Rincian ketidak sesuaian penandaan label produk kosmetik yaitu 

mencantumkan klaim berlebihan sejumlah 29 (23,39%), tidak mencantumkan no bets 

pada kemasan primer sejumlah 15 (12,09%), tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa 

sejumlah 1 (0,81%),  tidak mencantumkan 2d barcode sejumlah 65 (50,80%), 

mencantumkan notifikasi tidak sesuai sejumlah 8 (6,45%), tidak mencantumkan alamat 

produsen sejumlah 2 ( 1,61%), tidak mencantumkan netto sejumlah 1 (0,81%) dan tidak 

mencantumkan Bahasa Indonesia sejumlah 5 ( 4,03%). 
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Gambar 3.44 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Label Kosmetik 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

 

d. Penandaan Label Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 

Penilaian penandaan label obat tradisional dilakukan terhadap 445 produk dengan hasil 

377 produk (84,72%) MK Penandaan dan 61 produk (13,70%) TMK Penandaan dan 7 

produk TIE ( 1,57%). Rincian ketidak sesuaian penandaan label produk obat tradisional 

sejumlah 19 (31,14%)  menggunakan desain kemasan yang tidak sesuai dengan 

persetujuan dari Badan POM, tidak mencantumkan cara penyimpanan sejumlah 18 

(29,50%), tidak mencantumkan bobot / netto persatuan produk sejumlah 7 

(11,48%),  mencantumkan klaim yang berlebihan sejumlah 6 (9,8%) , tidak mencantumkan 

no bets pada kemasan produk sejumlah 5 (8,19%), tidak mencantumkan alamat produsen 
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sejumlah 3 ( 4,92%), mencantumkan no registrasi  milik produk lain sejumlah 2 (3,27%) dan 

mencantumkan no bets yang berbeda antara dus dan sachet sejumlah 1 ( 1,63%).  

Gambar 3.45 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Label Obat Tradisional 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

Penilaian penandaan terhadap label Suplemen Kesehatan dilakukan  terhadap 157 produk 

dengan hasil  149 produk (94,90%) MK Penandaan ,7 produk (4,45%) TMK dan 1 produk TIE 

(0,63%). Rincian ketidak sesuaian penandaan label produk suplemen kesehatan sejumlah 7 
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(100%)  menggunakan desain kemasan yang tidak sesuai dengan yang telah disetujui oleh 

Badan POM.  Untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatanTIEtidak dilakukan 

penilaian penandaan. 

 

Gambar 3.46 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Label Suplemen Kesehatan 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

 

e. Penandaan Label Rokok 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan 

yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan 

dan Informasi Kesehatan, khususnya terkait pencantuman peringatan kesehatan berbentuk 

gambar dan tulisan (Picturial Health Warning/PHW) yang mulai diimplementasikan pada 

tanggal 24 Juni 2014 maka label rokok wajib mencantumkan PHW, sehingga hal ini menjadi 

salah satu parameter pada penilaian label rokok. Dari 180 sampel kemasan rokok di 

peredaran, diperoleh hasil 142 sampel kemasan (78,89%) MK dan 38 sampel kemasan 

(21,11%) TMK. 

Rincian ketidaksesuaian tersebut seperti tidak mencantumkan tanggal dan kode produksi 

sejumlah 7 (18,42%), tidak ada tanggal produksi sejumlah 28 (73,68%), penempelan cukai 
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0,63%
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menutupi PHW peringatan sejumlah 2 (5,26%), penempelan cukai menutupi peringatan, 

Dilarang menjual atau memberi kepada anak dan perempuan hamil sejumlah 1 (2,63%). 

 

 

 

Gambar 3.47 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Label Rokok 
BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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G. PENYIDIKAN DAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN 

1. Kegiatan Intelijen 

Dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari penggunaan Obat dan Makanan yang 

berisiko terhadap kesehatan, Balai Besar POM di Semarang secara rutin, berkesinambungan 

dan konsisten melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Provinsi 

Jawa Tengah. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah Kegiatan intelijen 

terhadap adanya indikasi tindak pidana di bidang obat dan makanan. Kegiatan intelijen 

dilakukan sebagai bahan awal untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dilakukan 

dan sebagai data informasi awal maupun tambahan data yang diperlukan dalam 

pelaksanaan proses penyidikan. 

 

Kegiatan Intelijen dilakukan untuk mengetahui lebih dini apakah suatu kegiatan memiliki 

indikasi pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Pelaksanaan kegiatan ini 

berupa pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), pengamatan, pemeriksaan setempat 

maupun pembelian sampel baik secara terbuka maupun secara tertutup. data yang 

didapatkan kemudian di gunakan sebagai pemetaan data rawan kasus sebagaimana yang 

tercantum dalam tabel. 12. 

kegiatan intelijen yang dilakukan pada Tahun 2021 dilaksanakan pada sarana yang memiliki 

potensi pelanggaran dibidang Obat dan Makanan. Secara garis besar jenis pelanggaran di 

bidang obat dan Makanan dapat dibagi berdasarkan komoditi yaitu: 

1) Komoditi sediaan farmasi. 

 Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan, sediaan farmasi yaitu Obat, Bahan obat, Obat tradisional dan Kosmetika. 

Pengertian ini diperluas dalam penjelasan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipakerja 

pengertian sediaan farmasi diperluas menjadi Obat,Bahan Obat, Obat Tradisional, dan 

Kosmetik Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi. 

Jenis pelanggaran yang sering dilakukan yaitu: 

a) Terkait dengan produksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi (obat, obat 

tradisional dan kosmetika) tidak memenuhi standar persyaratan keamanan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 
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b) Terkait dengan produksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi (obat, Obat 

Tradisional dan kosmetika) tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal ini di rubah dalam 

Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana kata tanpa izin 

edar di rubah menjadi Perizinan Berusaha. 

c) Terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan 

kewenangan seperti pendistribusian obat keras yang dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2) Komoditi Pangan. 

Berdasarkan definisi dalam penjelasan Undang-Undang no. 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan, yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 

air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 

pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau 

pembuatan makanan atau minuman. 

 

Jenis pelanggaran di bidang pangan antara lain: 

a) Memproduksi untuk diperdagangkan terhadap pangan yang tidak memiliki izin edar 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan. 

b) Memproduksi pangan yang ditambahkan dengan bahan yang dilarang sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 136 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

 

Pada Tahun 2021 dilakukan investigasi awal terhadap 60 kasus distribusi maupun 

produksi Obat dan Makanan, terdiri dari 25 kasus obat, 19 kasus pangan, 8 kasus  

kosmetika, 8 kasus Obat Tradisional.  

 

Tindak lanjut dari 60 kasus yang ditangani yaitu 10 kasus (  17   %) dilanjutkan dengan 

proses penyidikan (Pro Justitia) dan 50 (  83,33  %) kasus ditindaklanjuti secara Non 
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Justitia. Tindak lanjut Non Justitia tersebut adalah berupa pengamanan, pemusnahan 

produk, surat peringatan atau membuat surat pernyataan. Fungsi Balai Besar POM di 

Semarang sebagai pembina, pengawas hingga sebagai penyidik menyebabkan proses Pro 

Justitia menjadi pilihan terakhir bila terjadi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. 

Proses penetapan penanganan suatu kasus ditindaklanjuti Pro Justitia atau Non Justitia 

melalui mekanisme gelar kasus. 

 

 
 

Gambar 3.48 profil penanganan kasus di BBPOM Semarang tahun 2021 
 

2. Hasil Penyidikan 

Pada Tahun 2021 dari 60 kasus yang ditangani, berdasarkan hasil gelar perkara 10 kasus 

ditindaklanjuti secara Pro Justitia karena diduga cukup bukti terjadi pelanggaran kejahatan 

di bidang Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah dengan perincian berdasarkan 

komoditinya sebagai berikut pada Gambar 3.49. 

17%

83%

pro justitia

non justitia
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Gambar 3.49 Profil Kasus Pro Justitia di Bidang Obat dan Makanan BBPOM di 

Semarang Tahun 2021 
 

Perkembangan kasus Pro Justitia Tahun 2021 hingga bulan Desember 2021 dari 10 target 

perkara yaitu 3 berkas telah memasuki proses persidangan, 5 berkas perkara telah 

dinyatakan lengkap   p-21, 1 berkas perkara dinyatakan p-19, 2 berkas perkara serah tahap I 

(pelimpahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkembangan kasus Pro Justitia dapat 

dilihat pada Gambar 3.50 

 

Gambar  3.50 Profil Perkembangan Kasus Pro Justitia Tahun 2021 
 

Jumlah barang bukti yang disita dalam proses Pro Justitia Tahun 2021, terdiri dari 10.846 pcs 

Kosmetik TIE dan/ atau TMS, 80 pcs Obat TIE dan/ atau TMS, 28.103 pcs Obat Tradisional TIE 

dan/ atau TMS, 40 item pangan TIE dan/ atau TMS. 
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Barang bukti yang berhasil disita pada Tahun 2021 diperkirakan senilai  Rp  1.324.000.000,-   

(Satu Milyar Tiga  Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian : Barang bukti Pangan 

senilai Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima Juta Rupiah), Barang bukti Obat Tradisional      

Rp. 625.000.000,- (Enam Ratus Dua puluh lima Juta Rupiah), Barang bukti Kosmetika                      

Rp. 515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah), dan Barang bukti Obat Rp. 

46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah).  

 

 

Gambar 3.51 Profil Nilai Barang Bukti Yang Disita  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 
   

Kegiatan Lain / Lintas Sektor 

a. Pertemuan Koordinasi Dengan Lintas Sektor Provinsi Jawa Tengah 

Untuk meningkatkan peran serta lintas sektor dalam melindungi masyarakat dari produk 

yang beresiko terhadap kesehatan, diprakarsai oleh Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Semarang, bersama lintas sektor Propinsi Jawa Tengah telah melakukan 

kegiatan yaitu : 

● Pertemuan koordinasi bersama lintas sektor dengan tema “Koordinasi dan Sinergitas 

Criminal Justice System dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi 

Jawa Tengah” melibatkan Ditreskrimsus Polda Jateng dan Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah, Bea dan Cukai Prov Jateng dan DIY, BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 

26- 27 Oktober 2021 di Kota Magelang. 
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● PPNS BBPOM di Semarang dalam melakukan kegiatan penindakan dan pemberkasan 

perkara obat dan makanan sepanjang tahun 2021 selalu menggandeng lintas sektor 

antara lain Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng dan Kejati Jateng. 

 

b. Peningkatan Kompetensi Penyidik 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam hal investigasi dan penyidikan, dilakukan 

peningkatan kompetensi dengan cara mengirim personil antara lain:  

● Diklat Intelijen Dasar Badan POM (1 orang),  

● Diklat Intelijen Lanjutan Badan POM (1 orang) ,  

● Diklat pembentukan PPNS BPOM (1 orang),  

● Forum Koordinasi Intelijen BPOM (1 orang) 

● Forum Koordinasi PPNS BPOM (2 orang) 

● Peningkatan awareness dan koordinasi lintas sektor (3 orang) 

● Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam penanganan perkara TPPU di Bidang 

Obat dan Makanan (4 orang) 

● Peningkatan kompetensi penanganan kasus di bidang Obat dan Makanan ( 1 orang) 

● Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan 

Pelaksanaannya Pada Sektor Obat dan Makanan (10 orang). 

● Study tiru penanganan perkara di Balai Besar POM di Surabaya (5 orang) 

● Study tiru penanganan perkara di Balai Besar POM di Bandung (5 orang) 

 

c. Permintaan Menjadi Ahli dari Pihak Penyidik Polri 

Selama tahun 2021, terdapat 44 permohonan ahli dari penyidik POLRI di wilayah Jawa 

Tengah. 

 

d. Bimbingan Penelitian Mahasiswa 

Bidang penindakan memberikan bimbingan terhadap mahasiswa Fakultas Hukum yang 

sedang melakukan penelitian pendidikan S1 sebanyak 15 Mahasiswa. Tahun 2021 

petugas bidang penindakan mendampingi mahasiswa dari Fakultas Hukum antara lain 
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dari, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Wahid Hasyim dan Universitas 

Negeri Semarang dalam melakukan penelitian. 

 

e. Bantuan Penyidikan Untuk Loka POM di Surakarta 

Tahun 2021 PPNS BBPOM di Semarang memberikan bantuan teknis mulai investigasi, 

penyidikan hingga pemberkasan terhadap target perkara Loka POM di Surakarta. 

 

f. Kendala dan Hambatan 

Terdapat beberapa kendala / hambatan yang ditemui selama melakukan kegiatan 

penindakan di tahun 2021, antara lain :  

● kewenangan yang terbatas sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan 

menghambat PPNS BBPOM di Semarang dalam melakukan penindakan, seperti saksi 

yang tidak menghadiri panggilan untuk BAP, sudah diterbitkan Daftar Pencarian Orang 

tetapi tidak diketahui keberadaannya sementara PPNS tidak mempunyai kewenangan 

untuk menangkap dan menahan. 

● Pandemi Covid-19 meyebabkan perubahan kebijakan dalam proses penegakan 

hukum, proses serah tahap Tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa 

Penuntut Umum menjadi tertunda karena pembatasan penahanan di Lapas 

 

H. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN  

1. Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen 

 Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Semarang  merupakan garda terdepan dalam menjalankan fungsi kehumasan. 

ULPK bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan informasi 

tentang obat dan makanan serta sosialisasi peran fungsi Badan POM dan Balai Besar POM 

sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang Obat 

dan Makanan. Sejak tahun 2020 ULPK BBPOM di Semarang sudah memiliki inovasi untuk 

lebih memudahkan konsumen dalam memperoleh pelayanan berupa layanan informasi dan 

pengaduan melalui WhatsApp di nomor 0812-2569-4252. Layanan melalui WhatsApp sangat 

membantu di masa pandemi Covid-19 terkait adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
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Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan. Konsumen tidak perlu datang langsung untuk 

memperoleh informasi dan petugas dapat memberikan informasi meskipun dalam kondisi 

Work From Home (WFH). 

 

 Selama tahun 2021 BBPOM di Semarang telah menerima pengaduan dan memberikan 

informasi kepada masyarakat sebanyak 897 aduan dan informasi. Pengaduan dan permintaan 

informasi yang diterima yaitu 536 (59,75%) tentang Pangan; 141 (15,72%) tentang kosmetik; 

97 (10,81%) tentang Obat Tradisional; 65 (7,25%) tentang Info Umum; 19 (2,12%) tentang 

Obat; 15 (1,67%) tentang PKRT; 13 (1,45%) tentang Suplemen Kesehatan; 7 (0,78%) tentang 

Alat Kesehatan; 2 (0,22%) tentang Napza dan 2 (0,22%) tentang Bahan Berbahaya. Layanan 

Informasi/Pengaduan berdasar komoditi dapat dilihat pada Gambar 3.52. 

 

 

Gambar 3.52 Profil Layanan Informasi/Pengaduan  

Berdasar Komoditi Tahun 2021 

 

Konsumen yang menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) sebanyak 897 orang. 

Bila ditinjau dari profesinya, kelompok Pelaku Usaha merupakan kelompok terbanyak yang 

menghubungi ULPK untuk mengajukan pertanyaan yaitu 451 orang (50,28%); selanjutnya 

Karyawan 244 orang (27,20%); Masyarakat Umum 59 orang (6,58%); Pelajar/Mahasiswa 49 

orang (5,46%); Apoteker 37 orang (4,12%); Tenaga Kesehatan lain 32 orang (3,57%); Ibu Rumah 

Tangga 13 orang (1,45%); Sarjana Hukum 9 orang (1,00%); dan Dokter 3 orang (0,33%). 

Penggolongan konsumen menurut profesi dapat dilihat pada Gambar 3.53 dan lampiran Tabel 

17. 
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Gambar 3.53 Profil Pengaduan Konsumen Berdasar Profesi 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

 

Dilihat dari sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan dan meminta informasi 

maka urutan terbanyak adalah datang secara langsung sejumlah 392 (43,70%); melalui 

WhatsApp sejumlah 295 (32,89%); melalui telepon sejumlah 185 (20,62%); melalui E-mail 

sejumlah 14 (1,56%); melalui aplikasi lain sejumlah 7 orang (0,78%); melalui surat sejumlah 3 

(0,33%) dan melalui media sosial sejumlah 1 orang (0,11%). Sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pengaduan/pertanyaan dapat dilihat pada Gambar 3.54 dan lampiran Tabel 18. 

 

Gambar 3.54 Profil Sarana Untuk Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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ULPK BBPOM Semarang menerima pengaduan konsumen terkait obat dan makanan, baik yang 

diterima oleh BBPOM Semarang maupun pengaduan yang dirujuk dari ULPK Badan POM dan 

Unit Pelaksana Teknis Lain (UPT) lain.  Pada tahun 2021 terdapat 28 pengaduan yang dikelola 

terdiri dari 16 pengaduan yang diterima Balai Besar POM Semarang dan 12 pengaduan 

merupakan rujukan dari ULPK Badan POM dan UPT lain. Dari seluruh pengaduan, sejumlah 27 

pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti oleh bidang terkait dan 1 pengaduan akan diselesaikan 

di tahun 2022. 

 

BBPOM di Semarang mempunyai program Layanan Konsultasi Efektif Sertifikasi dan Registrasi 

Obat Dan Makanan (Lakone Sekti) yang dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kebumen, 

karena Kebumen merupakan Kabupaten dengan lokasi jauh dari kedudukan BBPOM di 

Semarang. Selama tahun 2021, Lakone Sekti di MPP Kebumen dilakukan sejumlah 4 trip dengan 

membuka loket selama 2 hari setiap trip. Lakone Sekti di MPP Kebumen memberikan layanan 

konsultasi kepada kurang lebih 31 konsumen terdiri dari stake holder dan pelaku usaha  yang 

akan memulai usaha di bidang obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen makanan, dan 

makanan. Konsultasi secara efektif dapat diperoleh oleh pelaku usaha terutama tentang lay out 

bangunan serta pengenalan cara registrasi dan sertifikasi obat dan makanan secara online. 

Dengan Lakone Sekti diharapkan pelaku usaha UMKM bisa memperoleh informasi secara efektif  

yang diperlukan pada saat melakukan persiapan untuk memperoleh  izin edar BPOM.  

 

2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

a. Komunikasi Informasi Edukasi secara langsung melalui penyuluhan atau sosialisasi 

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi 

dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan peran aktif dan kemandirian masyarakat 

dalam pemakaian dan pemilihan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat dan 

bermutu untuk dikonsumsi. Selain itu kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi  juga 

sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran Obat dan Makanan 

yang tidak memiliki izin edar/ilegal/berisiko terhadap kesehatan. 

Perlindungan terhadap penggunaan produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi 

persyaratan dapat dilakukan secara intensif dengan memberikan wawasan, pemahaman 
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dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dengan melaksanakan beberapa 

kegiatan sebagai berikut : 

- Talkshow 

Sepanjang tahun 2021 BBPOM Semarang telah melaksanakan 1 kali kegiatan Talkshow. 

Kegiatan Talkshow pertama dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021, bekerja sama 

dengan TVRI Stasiun Jawa Tengah. Talkshow yang mengangkat tema Pengawasan 

Peredaran Pangan Menjelang Idul Fitri dengan menghadirkan narasumber Kepala Balai 

Besar POM di Semarang (Dra. Sandra MP Linthin, Apt, MKes). Talkshow ditayangkan on 

air melalui televisi. 

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Balai Besar POM di Semarang bersama tokoh 

masyarakat 

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang menyelenggarakan KIE bersama tokoh 

masyarakat yang secara langsung bertemu dengan masyarakat sebanyak 43 kali dengan 

jumlah peserta 21.132 orang di 13 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan mengambil 

tema “Edukasi Keamanan Obat dan Makanan” yang diselenggarakan di Kabupaten 

Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, 

Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, 

Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang 

- KIE Pramuka / SAKA POM dan lainnya : 

● Balai Besar POM di Semarang menjalin kerjasama dengan Gerakan Pramuka. Berkaitan 

dengan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pramuka dalam beberapa tahun 

terakhir Balai Besar POM di Semarang telah melibatkan  Pramuka Penegak dan 

Pandega melalui Satuan Karya Pramuka di bawah naungan Balai Besar POM di 

Semarang yaitu  SAKA POM Kota Semarang. SAKA POM merupakan wadah pendidikan 

dan pembinaan para Pramuka Penegak dan Pandega untuk menyalurkan minat, 

mengembangkan bakat dan kemampuan serta meningkatkan pengetahuan dalam 

substansi  pengawasan obat dan makanan. Kegiatan pada SAKA POM meliputi 3 (tiga) 

Krida yaitu Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat 

dan Makanan dan Krida Informasi Obat dan Makanan. BBPOM Semarang pada tanggal 

20 Februari 2021 melaksanakan kegiatan KIE Sosialisasi Krida Pengujian Pangan dan 

Musyawarah Pengurus SAKA POM Kota Semarang yang bertempat di aula lantai 3 
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BBPOM di Semarang. Acara diisi oleh narasumber Noni Devi Arifa, Ssi dan Atika 

Prihantini, SFarm, Apt dengan materi Cara Uji Bahan Berbahaya Pada Produk Pangan. 

Peserta kegiatan  Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosialisasi Krida Pengujian Pangan  

dan Musyawarah Pengurus SAKA POM  Kota Semarang adalah anggota dan Pengurus 

SAKA POM Kota Semarang, petugas BBPOM di Semarang sejumlah 45 (empat puluh 

lima) orang.  

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan  anggota 

SAKA POM kota Semarang tentang cara pengujian sederhana dengan reagent test kit 

dan menjadi daya tarik yang mendorong anggota Pramuka yang lain untuk bergabung 

menjadi anggota SAKA POM. 

● Tanggal 31 Oktober kegiatan SAKA di aula BBPOM di Semarang. 

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 

Oktober, BBPOM di Semarang mengajak 5 Satuan Karya Pramuka (SAKA) untuk 

mengikuti sosialisasi yang bertemakan Peran Pramuka dalam Pemantauan Obat dan 

Makanan melalui Aplikasi Pramuka SAPA pada hari Minggu, 28 Oktober 2021. Peserta 

yang hadir berjumlah 18 orang merupakan perwakilan dari SAKA Kencana, SAKA Bakti 

Husada, Saka Milenial, SAKA Kalpataru dan SAKA POM yang merupakan SAKA inisiasi 

dari Badan POM. 

Kepala BBPOM di Semarang  membuka acara sosialisasi yang diselenggarakan di Aula 

Lantai 3 BBPOM di Semarang menyampaikan bahwa Pramuka adalah bagian dari 

unsur masyarakat yang sangat potensial untuk menjadi pioneer dalam mengawal 

Keamanan Obat dan Makanan khususnya keamanan Pangan melalui penggunaan 

Aplikasi Pramuka SAPA. Aplikasi Pramuka SAPA menjadi media yang digunakan oleh 

Pramuka untuk melaporkan temuan Pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu 

Pangan Tanpa Izin Edar/ kedaluwarsa / rusak. Pemberian sosialisasi kepada Pramuka 

akan terus dilakukan sehingga Pramuka juga berperan aktif dalam mengawal 

Keamanan Obat dan Makanan di masyarakat. 

Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, Dra. Novi Eko Rini, Apt 

memberikan pembekalan tentang pemanfaatan aplikasi Pramuka SAPA dalam 

mendukung pengawasan Keamanan Pangan. Selain itu para Pramuka pun 

diperkenalkan Aplikasi BPOM Mobile yang dapat digunakan untuk mengecek produk 
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yang sudah terdaftar di Badan POM. Tidak lupa pula diperkenalkan dengan jargon 

Badan POM yaitu Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa),  

Para pramuka pun diajak untuk membuat konten edukasi menggunakan Aplikasi 

Tiktok yang saat ini sedang digemari oleh kalangan milenial. Pembuatan konten 

edukasi ini juga bisa digunakan untuk menarik masyarakat melihat pesan keamanan 

Obat dan Makanan yang disampaikan.  

● Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk Obat dan Makanan 

yang aman untuk dikonsumsi serta dalam rangka memperingati Hari Kesehatan 

Nasional maka BBPOM di Semarang pada tanggal 12 November 2021 

menyelenggarakan KIE yang bekerjasama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita 

(BKOW) Provinsi Jawa Tengah dengan tema  “Edukasi tentang Keamanan Obat dan 

Makanan” dengan dihadiri 101 orang peserta dari: 

1. Perwakilan 39 organisasi wanita tingkat provinsi yang terhimpun dalam BKOW  

2. PKK Kota Semarang 

3. Program Studi Tata Rias Akademi Kesejahteraan Sosial (AKS) Ibu Kartini Semarang 

4. Pendidikan Tata Kecantikan Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang 

5. Perwakilan Bidang Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Tata Usaha dan Infokom 

BBPOM di Semarang.  

 

 

Acara bertempat di Hotel Santika Premier Kota Semarang dengan menghadirkan 

narasumber Dr a. Sandra MP Linthin, Apt, M.Kes (Kepala BBPOM di Semarang), dan dr. 

Irma Yasmin, SpKK yang membawakan materi “Tips Merawat Kulit dan Menggunakan 

Kosmetik Yang Aman” 

● Pada tanggal 20 Desember 2021, BBPOM di Semarang menyelenggarakan KIE dengan 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah yang mengusung tema 

“Edukasi Keamanan Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan” yang 

bertempat di Hotel Noormans Kota Semarang.  

Sambutan disampaikan oleh Atik Yulianto Prabowo selaku Ketua II Dharma Wanita 

Persatuan Provinsi Jateng. Hadir sebagai narasumber yaitu : 
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1. Dra. Sandra MP Linthin, Apt, M.Kes (Kepala BBPOM di Semarang) 

2. Prof.  Dr. Apt. Suwijiyo Pramono (Guru Besar Fakultas Farmasi UGM) 

3. Kuriake Kharismawan, S.Psi, M.Si (Dosen UNIKA).  

 
Peserta KIE terdiri dari :  

1. Persit Kartika Candra Kirana PD IV 

Diponegoro 

2. Bhayangkari Polda Jateng 

3. Dharma Wanita Persatuan (DWP) 

Provinsi Jawa Tengah 

4. DWP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah 

5. DWP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Tengah 

6. DWP Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

Provinsi Jawa Tengah,  

7. DWP Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional Provinsi 

Jawa Tengah 

8. DWP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 

Provinsi Jawa Tengah 

9. DWP Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jawa Tengah 

 

10. DWP Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah  

11. DWP Dinas Koperasi UKM Provinsi 

Jawa Tengah  

12. DWP Dinas Pariwisata Provinsi Jawa 

Tengah 

13. Persatuan Istri Karyawan dan 

Karyawati PLN UPT Semarang  

14. Pengurus Wilayah Salimah Jawa 

Tengah  

15. Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa 

Tengah  

16. SAKA POM Kota Semarang  

17. DWP RRI Semarang 

18. SMPN 21 Semarang  

19. SMAN 4 Semarang  

20. SMKN 11 Semarang  

21. SMAN 9 Semarang, 

22. SMA Mardi Siswa  

23. Perwakilan Bidang Pengujian, 

Pemeriksaan, Penindakan, Tata 

Usaha dan Infokom BBPOM di 

Semarang. 

 

Informasi mengenai kosmetik, bahan obat tradisional dan suplemen kesehatan sangat 

diperlukan oleh masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih 
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produk yang aman, oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan Komunikasi Informasi 

Edukasi “Edukasi Keamanan Kosmetik, Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan”. 

Pemberian informasi / edukasi banyak melibatkan ibu-ibu karena diharapkan para ibu 

ini dapat menjadi kader yang mampu memberikan informasi yang diperoleh kepada 

komunitas masing-masing karena dalam KIE tersebut diberikan juga pengetahuan 

mengenai “Pemanfaatan Tumbuhan Obat Sebagai Pemelihara Sistem Imun Tubuh” 

dan bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam memberikan edukasi 

keamanan obat tradisional.  

 

b. Komunikasi Informasi Edukasi melalui Media 

- SMS dan MMS Broadcast LBA (Location Based Advertisement) berupa himbauan kepada 

masyarakat untuk selalu ingat Cek KLIK dan Cek BPOM. Kenal lebih dekat pelayanan 

publik BBPOM di Semarang dengan unduh Standar Pelayanan Publik melalui 

bit.ly/SKPelayananPublik2020 serta disampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Badan 

POM, menjelang puasa dan Hari Raya serta peringatan Hari  Kemerdekaan RI. 

- Spot iklan layanan masyarakat mengenai Obat, Pangan, Kosmetik, Obat Tradisional, 

Aplikasi Cek BPOM, Himbauan untuk selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, Tips 

belanja online, Video hindari menggunakan kosmetik tanpa izin edar dan Video hindari 

penggunaan boraks pada pembuatan kerupuk di Media Elektronik Televisi dan Radio 

pemerintah maupun swasta antara lain : Radio Rasika USA, Radio RCT, Radio Jatayu, 

Metro TV Jateng, Kompas TV Jateng, Radio RDI, Radio Suara Sakti, Radio Sonora, Radio 

Idola, Radio Delta, Radio Elshinta, Radio MNC Trijaya 

- Media Luar Ruang (Baliho) dengan tema :  

● Hindari Penggunaan Pewarna Tekstil Pada Pangan dipasang di Kab. Demak, Kab. 

Pati, Kota Salatiga, Kab. Grobogan dan Kab. Blora 

● Cegah Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Pangan  dipasang di Kota Salatiga, 

Kab. Tegal 

Pada semua Baliho dicantumkan himbauan bersama lawan Covid-19 dengan hashtag 

pakai masker, jaga jarak aman dan cuci tangan pakai sabun 

- Media massa yang digunakan untuk melakukan KIE berupa himbauan untuk melakukan 

Cek KLIK dan Cek BPOM, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BBPOM di 
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Semarang, pada saat hari ulang tahun Badan POM, memperingati hari Kemerdekaan RI 

dan menyambut hari raya Idul Fitri yang ditayangkan di Harian Tribun Jateng dan tentang 

Standar Layanan Publik BBPOM di Semarang yang ditayangkan di Buku Profil Kota 

Semarang 

 

c. Edukasi melalui media cetak / produk informasi (leaflet, brosur, poster, booklet, buku) 

Penyebaran informasi melalui pemberian leaflet / brosur / booklet / buku melalui organisasi 

massa, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW), Darmawanita Persatuan (DWP) LSM, 

Dinas pendidikan (318 sekolah di 7 Kab. / Kota), Komunitas desa (13 desa di 7 Kab. / Kota), 

Komunitas pasar (7 pasar di 7 Kab. / Kota) dan  instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, 

Institusi Pendidikan atau secara langsung kepada masyarakat 

masyarakat. 

 

3. Komunitas yang Diberdayakan 

Program Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) di Jawa Tengah merupakan 

program yang komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan 

merupakan program Keterpaduan Keamanan Pangan yang terdiri dari Gerakan Keamanan 

Pangan Desa, Intervensi Keamananan Pangan Jajanan Anak Sekolah  dan Pasar Pangan Aman 

berbasis Komunitas, Panggul Sekzi dan Pembinaan dan Intervensi Keamanan Pangan di 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Candi Borobudur. 

 

a. Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) 

Program intervensi keamanan PJAS mengalami penyesuaian strategi dalam tatanan normal 

baru karena kondisi pandemi covid 19 .  Tujuan intervensi untuk memastikan agar sekolah 

aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya dengan meningkatkan kesadaran 

komunitas sekolah dan menggalang komitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip 

keamanan pangan di sekolah.   Indikator keberhasilan intervensi adalah jumlah sekolah yang 

memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Target jumlah sekolah yang memenuhi kriteria 

Sekolah dengan PJAS Aman sebanyak 41 sekolah di Jawa Tengah.  Kabupaten yang menjadi 

target intervensi adalah Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Demak, 

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati dan Kota Salatiga.   



 

 80 

Strategi intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan bagi 

sekolah adalah dengan melakukan pemberian produk informasi, sosialisasi kepada 

komunitas sekolah, bimtek keamanan pangan bagi kader dan pemberdayaan kader 

keamanan  pangan sekolah.  Jumlah sekolah yang mendapatkan produk informasi dan yang 

mengikuti sosialisasi sebanyak 318 sekolah.  Kemudian yang lanjut pada tahap mengikuti 

bimtek keamanan pangan adalah 40 sekolah.  Sekolah yang telah mengikuti bimtek 

diharapkan dapat  menyebarkan pengetahuannya pada komunitas sekolah   guna 

mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak 

aman dan bermutu.   Kader diharapkan dapat membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah 

dan menyusun rencana aksi keamanan pangan di sekolahnya. 

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman akan diberikan kepada sekolah yang telah dapat 

melaksakan tindak lanjut dari Bimtek Keamanan dengan mempertimbangkan bukti 

Komitmen sekolah, sosialisasi yg sudah dilakukan, rencana aksi mandiri kegiatan keamanan 

pangan di sekolah, dan Self Assesmen Sertifikasi Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia 

Sekolah (PJAS) Aman.  Dari 40 sekolah yang telah mengikuti Bimtek Keamanan Pangan 

didapatkan 28 sekolah berhasil mendapatkan Sertifikasi Sekolah Dengan Pangan Jajanan 

Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman. Pemberian Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman juga 

dilakukan pada sekolah yang telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman Level 

1 yang diintervensi tahun 2020.  Jumlah sekolah yang berhasil mendapat Sertifikasi Sekolah 

dengan PJAS Aman hasil intervensi  tahun 2020 berjumlah 17 sekolah.  Sehingga total 

sekolah yang mendapat Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman berjumlah 45 sekolah  

Sampling dan pengujian terhadap Sampel PJAS dilakukan BBPOM di Semarang untuk 

mengetahui tingkat keamanan PJAS.  Sampling dan pengujian PJAS dilakukan untuk 

parameter uji kimia (formalin, boraks, rhodamin dan methanil yellow) dan uji mikrobiologi 

(E. coli) dengan rapid test kit.  Pandemi covid 19 yang belum berakhir menyebabkan 

aktiviats sekolah belum berjalan secara normal sehingga sampling PJAS dilakukan di jalur 

distribusi PJAS yang dapat diakses Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar 

sekolah, rumah tinggal dan e-commerce. Sampel yang diuji mewakili dari 7 kabupaten yang 

menjadi target intervensi.  Hasil sampling dan pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada 

Gambar 3.55 
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Gambar 3.55 Hasil Pemeriksaan PJAS 

 

b. Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)  

Program GKPD merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan 

kemandirian desa dalam menerapkan praktek keamanan pangan yang membudaya hingga 

ke tingkat perorangan dan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan 

perekonomian desa. Pada program GKPD, intervensi dilakukan melalui sisi supply yaitu 

melalui kegiatan pembinaan UMKM desa/kelurahan dibidang pangan dan sisi demand yaitu 

melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat desa.   

 

Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2021 Tahun 2021 mempunyai target intervensi 

kegiatan GKPD di  13 Desa di 7 kabupaten melalui 2 metode intervensi, yaitu  

1. Intervensi Metode A dengan tahapan dilakukan sesuai dengan juknis Desa Pangan 

Aman, yaitu Advokasi Kelembagaan Desa, Bimtek Kader, Bimtek Komunitas, Survey 

Pre-Post Intervensi, Fasilitasi Keamanan Pangan dan Intensifikasi Keamanan Pangan 

oleh Kader.  Intervensi.  Desa yang mendapat intervensi metode A sebanyak 9 Desa, 

yaitu : 

a. Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 

b. Desa Petarangan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas 
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c. Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak 

d. Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak 

e. Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan 

f. Desa Kuwaron, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan 

g. Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal 

h. Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga 

i. Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga 

 

2. Intervensi Metode B dengan tahapan, yaitu Advokasi Kelembagaan Desa, Bimtek 

Kader Desa dan Bimtek Komunitas yang dilakukan secara mandiri. Desa yang 

mendapat intervensi metode B sebanyak 4 desa, yaitu   

a. Desa Geneng, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora 

b. Desa Tempuran, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora 

c. Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati 

d. Desa Klakahkasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati 

 

Jumlah kader yang terbentuk dari ketiga belas desa tersebut adalah 196 orang dengan 

rincian sebagai berikut: 28 orang berasal dari kader masyarakat/Karang 

taruna/pemuda/remaja, 20 orang dari perangkat desa, 41 orang dari sekolah, 69 orang dari 

PKK/posyandu/ibu rumah tangga. Setelah terbentuknya kader di tiap desa maka kader 

membentuk komunitas untuk dilakukan pembinaan. Jumlah komunitas yang diberdayakan 

yang sudah terbentuk adalah 1176 orang dengan rincian sebagai berikut: 809 orang 

komunitas PKK, 94 orang komunitas sekolah, 45 orang komunitas remaja/pemuda, 89 

komunitas IRTP, 46 komunitas ritel dan 93 komunitas warung makan / Pedagang Kreatif 

Lapangan (PKL).   

Hasil program GKPD dapat diketahui bahwa komunitas pelaku usaha yang yang sudah 

dibimtek mulai lanjut pada proses perizinan, baik untuk yang izin PIRT maupun pengurusan 

sertifikat laik sehat bagi pelaku usaha pangan siap saji.  IRTP yang berhasil mendapatkan 

Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 1 IRTP dari Kelurahan 

Kutowinangun Lor sedangkan pelaku usaha pangan siap saji yang sudah mendapatkan 

Sertifikat Laik Sehat Hygiene Sanitasi 6 pelaku usaha dari Desa Tuwel.   
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Pengawalan dilakukan terhadap 6 desa yang telah diintervensi pada tahun 2020 melalui 

pertemuan forum komunikasi dengan Kader Keamanan Pangan Desa. Monitoring dilakukan 

terhadap rencana aksi mandiri desa  yang telah disusun.  Dengan adanya pandemik Covid 19 

yang berdampak di seluruh wilayah Indonesia, pelaksanaan rencana kegiatan mandiri desa 

mengalami kendala seperti kegiatan sosialisasi-sosialisasi belum dapat dilaksanakan.  

Kegiatan yang masih berjalan kemudian berhenti diantaranya adalah kegiatan Pojok Kape 

yang dimiliki desa Randusari.  Pojok Kape merupakan inovasi yang dibuat oleh kader 

Kemanan Pangan Desa Randusari berupa “Pojok Keamanan Pangan” yaitu tempat kader 

untuk menerima layanan konsultasi terkait keamanan pangan bagi warga desa, sampling 

dan pengujian berkala di sarana pelaku usaha pangan di Desa Randusari.   Sedangkan di 

Desa Malahayu banyak komunitas pelaku usaha pangan siap saji dan IRTP yang baru 

bermunculan, sehingga diperlukan penyuluhan bagi pelaku usaha. Hal ini menggerakkan 

pihak desa untuk membuat perencanaan untuk melakukan bimtek bagi pelaku usaha di 

tahun 2022.  Komunitas IRTP yang telah berhasil mendapatkan SPP IRT adalah 13 IRTP di 

Desa Randusari dan 3 IRTP di Desa Banjardawa. 

 

c. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya 

Tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang melakukan intervensi di 7 pasar baru dan 

melakukan monitoring terhadap 7 pasar lama, ke 14 pasar tersebut yaitu: 

1. Pasar Sidomakmur, Kabupaten Blora  

2. Pasar Sokaraja, Kabupaten Banyumas  

3. Pasar Bintoro, Kabupaten Demak  

4. Pasar Purwodadi, Kabupaten Grobogan 

5. Pasar Pepedan, Kabupaten Tegal  

6. Pasar Puri Baru, Kabupaten Pati 

7. Pasar Raya 1 Salatiga, Kota Salatiga 

8. Pasar Banjardawa, Kabupaten Pemalang yang diintervensi tahun 2020 

9. Pasar Ketanggungan, Kabupaten Brebes yang diintervensi tahun 2020 

10. Pasar Tanjung, Kabupaten Pemalang yang diintervensi tahun 2020 

11. Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung yang diintervensi tahun 2019 
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12. Pasar Sampangan, Kota Semarang yang diintervensi tahun 2018 

13. Pasar Cokrokembang, Kabupaten Klaten  yang diintervensi tahun 2014 

 

Setiap pasar baru yang akan diintervensi akan disurvey terlebih dahulu. Survey dilakukan 

untuk mengetahui gambaran secara umum kondisi pasar, apakah sudah memenuhi kriteria 

pasar sehat atau belum dan untuk melakukan pemetaan terhadap pedagang yang menjual 

bahan berbahaya. Hasil survey ketujuh pasar tersebut adalah sebagai berikut:  Pasar 

Bintoro dengan nilai 55 % dan keenam pasar yang lain mempunyai nilai cukup yaitu Pasar 

Sidomakmur (nilai 60 %), Pasar Sokaraja (nilai 60,6 %), Pasar Purwodadi (nilai 60 %), Pasar 

Pepedan (nilai 66,7%), Pasar Puri Baru (nilai 69,7 %) dan Pasar Raya 1 Salatiga (nilai 

68,97%).     

 

Tahapan intervensi pada pasar percontohan diawali dengan pemberian bimbingan teknis 

terkait sampling dan pengujian menggunakan rapid test kit bahan berbahaya.  Petugas 

pengelola Pasar yang sudah dibimtek diharapkan dapat melakukan pengawasan / 

monitoring secara mandiri terhadap peredaran pangan di pasarnya masing-masing.  Jumlah 

petugas pasar yang telah mendapatkan bimbingan teknis dari Balai Besar POM Semarang 

sebanyak 54 orang.  Peserta berasal dari pengelola pasar, petugas Dinas Perdangan tiap 

Kabupaten dan beberapa sanitarian puskemas yang bergabung.     

Intervensi selanjutnya yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap pasar percontohan 

adalah melakukan penyuluhan dan kampanye keamanan pangan kepada komunitas pasar.  

Penyuluhan dilakukan kepada kepada 227 orang pedagang dan lintas sektor terkait.   
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Gambar 3.56 Hasil Monitoring Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

 

Hasil monitoring yang dilakukan oleh pengelola pasar menunjukkan bahwa kondisi pasar di 

Jawa Tengah masih rawan dari peredaran bahan berbahaya.  Hal ini ditunjukkan dengan 

sebaran TMS bahan berbahaya di Jawa Tengah sebesar 15,3 % (di atas 10%).  Pasar yang 

masuk dalam kriteria pasar aman (TMS <6%) adalah Pasar Banjardawa (4%) dan Pasar 

Kutowinangun (4,52%). Pasar Pepedan (8%) dan Pasar Legi Parakan (8,67%) masuk dalam 

kriteria waspada terhadap bahan berbahaya sedangkan 10 pasar yang lainnya masuk dalam 

kondisi rawan bahan berbahaya (TMS bahan berbahayanya >10%). Sebaran jumlah TMS 

bahan berbahaya dari tiap pasar dapat dilihat pada Gambar 3.56.  

 

Pengelola pasar melakukan monitoring terhadap cemaran kimia bahan berbahaya 

(formalin, boraks, rhodamin dan methanil yellow) dan cemaran biologi (E.coli dan 

Coliform).  Monitoring terhadap cemaran biologi ini hanya dilakukan di 10 pasar yang 

merupakan pasar intervensi tahun 2020-2021.  Cemaran biologi masih ditemukan di 10 

pasar yang diintervensi.  Pasar Pepedan menunjukkan bahwa cemaran E. colinya 100 %. 

Sedangkan pasar lainnya yang cemaran biologinya di atas 50% adalah Pasar Sidomakmur 

(TMS E. Coli 80% dan Coliform 70%), Pasar Bintoro (TMS E. Coli 70% dan Coliform 60%), 

Pasar Puribaru (TMS E. Coli 60%), Pasar Ketanggungan (TMS E. Coli 60%), Pasar Banjardawa 
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(TMS E. Coli 60%), Pasar Raya 1 (TMS Coliform 70%), dan Pasar Purwodadi (TMS Coliform 

60%) 

 

Hasil monitoring TMS bahan berbahaya di tiap pasar dapat dilihat pada Gambar 3.57.  TMS 

boraks tertinggi ditemukan di Pasar Purwodadi, Pasar Bintoro dan dan Pasar Ketanggungan 

masing-masing 100%.  Pasar dengan zona aman dari boraks adalah Pasar Sampangan (TMS 

Boraks 3,6%) sedangkan yang masuk zona waspada boraks adalah Pasar Ketanggungan 

(TMS boraks 6,3%) dan Pasar Legi Parakan (TMS boraks 6,7%).  Pasar dengan zona aman 

dari formalin adalah Pasar Banjardawa (TMS formalin 1.5%) dan Pasar Tanjung (TMS 

formalin 2.7%) sedangkan yang masuk zona rawan adalah Pasar Pepedan (TMS formalin 

5.4%) dan Pasar Puribaru (TMS formalin 6.3%). Pasar dengan zona aman dari rhodamin B 

adalah Pasar Cokrokembang (TMS Rhodamin 2.6%), Pasar Legi Parakan(TMS Rhodamin 

2.7%), Pasar Banjardawa (TMS Rhodamin 3%), Pasar Bintoro (TMS Rhodamin 3.6%), dan 

Pasar Sampangan (TMS Rhodamin 3.7%). Bahan Berbahaya methanil yellow sudah mulai 

tidak dijumpai di pasar kecuali di Pasar Sokaraja sebesar 2,63%.    

 

 

Gambar 3.57 Sebaran persentase TMS berdasarkan Jenis Bahan Berbahaya di tiap Pasar 

Program Pasar Aman BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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d. Panggul Sekzi 

Program PANGGUL SEKZI (PANGan UngGulan daerah SEhat Keamanannya Terjaga dan 

BergiZI) tahun 2021 difokuskan pada upaya untuk menurunkan penyalahgunaan bahan 

berbahaya auramin dan rhodamin B pada Kerupuk mie dan kerupuk usek. Lokus Panggul 

Sekzi tahun 2021 adalah Kelurahan Kasepuhan dan Kelurahan Karangasem Selatan, 

Kabupaten Batang.  Kelurahan tersebut merupakan sentra penghasil kerupuk mie dan 

kerupuk usek yang merupakan produk pangan unggulan Kabupaten Batang.  Sebagian besar 

pelaku usahanya masih banyak menggunakan pewarna auramin dan rhodamin b pada 

proses pembuatannya.  

Balai Besar POM di Semarang telah melakukan  Bimtek Keamanan Pangan terhadap UMKM 

yang memproduksi kerupuk mie dan kerupuk usek di kedua kelurahan tersebut pada 

tanggal 6 Desember 2021 di di Pendopo Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang. 

Pelaksaan bimtek mendapatkan dukungan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten 

Batang dan lintas sektor terkait.   Narasumber yang terlibat adalah dari Dinas kesehatan dan 

Dinas Perindustrian, Perdagangan  dan UMKM Kabupaten Batang.  Ikut hadir sebagai 

peserta adalah perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Batang, Camat Batang, Lurah 

Kasepuhan, Lurah Karangasem Selatan, Kepala Puskesmas Batang 2 dan 4, sanitarian, dan 

pelaku usaha produsen kerupuk.  Jumlah peserta yang hadir dalam bimtek sebanyak 43 

orang yang berasal dari pelaku usaha (26 orang) dan lintas sektor terkait (17 orang). 

 

 

 

e. Intervensi Keamanan Pangan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Candi Borobudur. 

Borobudur sebagai salah satu dari 5 destinasi wisata prioritas nasional menjadi target 

intervensi Balai Besar POM di Semarang, sebagai bentuk dukungan penjaminan keamanan 

pangan terhadap produk yang dijual di kawasan wisata tersebut.  Target kegiatan ini adalah 

pelaku usaha mikro kecil yang memproduksi pangan olahan khas daerah yang dihasilkan 

oleh industri rumah tangga pangan (IRTP) dan pelaku usaha pangan siap saji.  Kegiatan yang 

dilakukan berupa pembinaan melalui bimbingan teknis bagi para pelaku usaha dan 

pembinaan terkait hygiene dan sanitasi. 
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Bimbingan teknis yang dilakukan sebanyak tiga kali yaitu  

1. Bimtek untuk pelaku usaha pangan IRTP yang diikuti oleh 38 peserta dari pelaku usaha 

Desa Kenalan dan Desa Borobudur, sert lintas sektor terkait di Balai Desa Borobudur 

2. Bimtek untuk pelaku usaha pangan siap saji pada tanggal 9-11 November 2021, diikuti 

oleh 55 pelaku usaha dan 15 orang dari lintas sektor di Kawasan Wisata Candi 

Borobudur bekerjasama dengan PT Taman Wisata Candi 

3. Bimtek untuk pelaku usaha pangan siap saji pada tanggal 16-18 November 2021, diikuti 

oleh 69 pelaku usaha di Kawasan Wisata Borobudur bekerjasama dengan PT Taman 

Wisata Candi 

Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha mampu mengolah pangan dengan 

memperhatikan aspek hygiene dan sanitasi keamanan  pangan, menghindari penggunaan 

bahan berbahaya, serta mengetahui tata cara sertifikasi terhadap produk pangan IRT dan 

sertifikasi laik sehat higyene sanitasi.  Dengan semakin banyaknya IRTP yang mendapat SP-

IRT dan pelaku usaha pangan siap saji yang mendapatkan sertifikat laik sehat hygiene 

sanitasi maka dapat mengangkat potensi pangan unggulan daerah dan wisata kuliner di 

Kawasan Candi Borobudur serta meningkatkan perekonomian masyarakat. 

 

I. PEMBERDAYAAN TERHADAP PELAKU USAHA DAN PELAYANAN PRIMA 

1. Bimbingan Teknis CPPOB dan e-Registrasi Pangan Olahan 

Dalam upaya meningkatkan pemahaman calon pelaku usaha pangan olahan mengenai 

CPPOB, tata cara, alur dan persyaratan pendaftaran pangan olahan di wilayah Kabupaten 

dan Kota Tegal dan sekitarnya, Balai Besar POM di Semarang bekerjasama dengan Dinas 

Kesehatan Kota Tegal menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis CPPOB dan 

pendaftaran pangan olahan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2021 bertempat di 

Aula BP Paru Kota Tegal diikuti oleh 43 peserta tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Tegal dan diisi oleh Narasumber dari Balai Besar POM di Semarang. Dari 43 peserta , 11 

peserta mengajukan permohonan pendampingan pemeriksaan sarana produksi yang 

dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal  
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2. Bimbingan Teknis UMKM Pangan Olahan Jawa Tengah Menuju MD dan Layanan Prima e-

Registrasi Pangan Olahan 

Kegiatan Bimbingan Teknis UKM Pangan Olahan Jawa Tengah Menuju MD dilaksanakan 

secara luring/tatap muka langsung yang dihadiri 50 peserta dilaksanakan di Aula Balai Besar 

POM Semarang , dan secara daring yang dihadiri 35 peserta. Semua peserta adalah pelaku 

usaha pangan yang telah memiliki produk dan memiliki izin PIRT yang akan berproses 

menuju MD. Kegiatan dilanjutkan dengan Layanan Prima e-Registrasi Pangan Olahan yang 

dilaksanakan secara daring selama 3 hari, dari tanggal 24-25 Juni 2021 yang dihadiri 60 

pelaku usaha pangan olahan yang telah siap melakukan pendaftaran atau sedang dalam 

proses pendaftaran.  

Dalam kegiatan ini peserta berkesempatan bergabung secara daring dengan kegiatan 

Peringatan hai Pangan Sedunia tahun 2021/ Word Food Safety Day  dengan tema “ Pangan 

aman sekarang untuk kesehatan sepanjang masa”serta launching dukungan Badan POM 

untuk UMKM “Indonesia Spice Up The Word.” 

Pada kegiatan ini 32 NIE diterbitkan, 9 pengajuan dengan status di kepala seksi, 9 pengajuan 

dengan status di Direktur, dan 3 pemohon mendapatkan persetujuan akun perusahaan. 

Harapan pelaku usaha agar kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan karena sangat 

menguntungan dan memberi percepatan pada proses pengajuan. 

 

3. Bimbingan Teknis dan Desk CPPOB untuk UMKM 

Untuk meningkatkan efektifitas pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha , 

maka Balai Besar POM di Semarang melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap 

kelompok-kelompok UMKM yang manjadi binaan suatu instansi atau lembaga. Pada tanggal 

6 Oktober 2021 di Aula Gedung Technopark Pangan Kabupaten Grobogan dilakukan 

Bimbingan Teknis dan desk CPPOB untuk kelompok UMKM binaan Technopark Kab 

Grobogan. Sebanyak 30 pelaku usaha pengolah pangan mengikuti kegiatan ini, dengan 

harapan bisa menerapkan CPPOB dalam produksi pangan dan melakukan proses 

pendaftaran pangan olahan. 

 

4. Pekan Gelar Pendampingan UMK Frozen Food pada Masa Pandemi 
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Masa pandemi membuat terbukanya peluang usaha produksi pangan olahan beku/ Frozen 

Food . Permintaan masyarakat akan produk pangan olahan beku meningkat karena 

pengolahan lebih praktis dan memiliki masa simpan yang lebih lama. Frozen food 

merupakan pangan olahan yang diproduksi dengan menggunakan proses pembekuan dan 

diertahankan tetap beku pada suhu -18°C sepanjang rantai distribusi dan penyimpanannya. 

Dengan terbitnya penjelasan publik oleh Badan POM  tentang Ketentuan Perizinan Pangan 

Olahan yang Disimpan Beku, maka Badan POM menyelenggarakan kegiatan Pekan Gelar 

Pendampingan UMK Frozen Food pada Masa Pandemi dalam Rangka UMK Berdaya Saing 

Untuk Masyarakat Terlindungi dan Membangun Ekonomi Rakyat yang diadakan secara 

luring pada tanggal 2 November 2021.  

Kegiatan yang diikuti 34 pelaku usaha ini mengupas tentang seluk beluk Frozen Food mulai 

dari cara memperoleh perizinan, produksi, desain kemasan hingga pemasaran produk. 

Dengan mengikuti kegiatan ini para pelaku usaha diharapkan memahami dan menerapkan 

dalam kegiatan produksinya sehingga konsumen mendapatkan produk pangan yang aman, 

bermutu dan bergizi seimbang sedangkan untuk UMKM dapat memproduksi pangan yang 

berkualitas dan berdaya saing. 

 

5. Penyebaran Informasi Obat dan Makanan kepada masyarakat 

Badan POM memiliki peran penting dalam memberikan informasi obat dan makanan 

kepada masyarakat. Meskipun di masa pandemic covid -19 BBPOM di Semarang terus 

berupaya memberikan informasi terkait proses produksi maupun distribusi yang baik 

melalui kegiatan Sinau Onlien Sareng BBPOM di Semarang melalui media Zoom Meeting dan 

Live di Instagram antara lain : 

 

NO Kegiatan Keterangan  

1 Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang 

Sosialisasi Pengelolaan Vaksin Covid-19 

bagi Pengelola Vaksin di Jawa Tengah 

Dilaksanakan pada 8 Januari 2021, 

diikuti 500 peserta pengelola vaksin 

dari Dinas Kesehatan Kab/Kota 

diseluruh Jawa Tengah 

 



 

91 
 91 

 

2 Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang 

Bimbingan Teknis Pengawalan Mutu 

Vaksin Covid-19 

Dilaksanakan tanggal 11-12 Februari 

2021, diikuti 350 peserta pengelola 

vaksin dari Dinas Kesehatan Kab/Kota 

diseluruh Jawa Tengah 

3 Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang 

Kiat Pengolah Pangan Menuju MD  

23 Maret 2021, diikuti oleh 28 pelaku 

usaha pangan di wilayah Jawa Tengah 

4 Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang 

"Seluk Beluk Denah Kosmetik"  

Dilaksanakan pada 24 Mei 2021, diikuti 

28 peserta dari industri kosmetik 

golongan A dan golongan B 

5 SOS Ngobrol Bareng Penerapan CPPOB 

bagi Produsen Pangan  

Dilaksanakan pada 30 Desember 2021, 

diikuti oleh 51 pelaku usaha di wilayah 

Jawa Tengah, membahas peraturan 

terbaru PerBPOM No. 22 tahun 2021 

tentang Tata Cara Penerbitan Izin 

Penerapan CPPOB 

 

 

J. LAYANAN PUBLIK 

1. Layanan Publik  Penerbitan SKI dan SKE 

Pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan oleh perusahaan atau importir di bidang 

Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasukan 

Bahan Obat dan Makanan di Indonesia harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan, 

persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud adalah SKI Border dan SKI Post 

Border. BBPOM Semarang melakukan pelayanan penerbitan SKI secara online melalui e-

bpom.pom.go.id sebanyak 3017, dengan rincian sebagai berikut  
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Gambar 3.5 8  Profil Jenis Komoditi SKI BBPOM di Semarang tahun 2021  
 

Surat Keterangan Ekspor (SKE) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Badan 

POM/Balai Besar POM yang dibutuhkan oleh industri untuk mengekspor bahan baku atau 

produk jadi obat dan makanan ke luar negeri. Pengajuan Surat Keterangan Ekspor kepada 

Balai POM di Semarang telah dilakukan secara online melalui aplikasi e-bpom tetapi masih 

dibutuhkan tandatangan dan cap basah di Surat Keterangan Ekspor. SKE yang sudah 

diterbitkan selama Tahun 2021 sebanyak 1512, terdiri dari 1431 Health Certificate, 81 

Certificate of Free Sale, dengan rincian komoditi sebagai berikut 

Gambar  3.59  Profil Jenis Komoditi SKE BBPOM di Semarang tahun 2021 
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K. KELOMPOK JAMINAN MUTU (POKJAMTU) 

1. Penerapan QMS ISO 9001:2015 

 Balai Besar POM di Semarang telah secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen Mutu 

(Quality Management System/QMS) sesuai ISO 9001:2015. Beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan BBPOM di Semarang dalam rangka pemeliharaan QMS di tahun 2021 adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Audit Mutu Internal QMS ISO 9001:2015 

 Pada tanggal 3-5 Mei 2021 telah dilakukan Audit Mutu Internal mengacu pada QMS ISO 

9001: 2015 dan penilaian terhadap integrasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP). Dari hasil Audit lnternal ini terdapat 12 ( Dua belas  ) temuan yang terdiri dari 2 NC 

(Non Conformity) , 3 AFI ( Area for Improvement) , 3 Aspek Positif  Sebagai saran untuk 

perbaikan QMS selanjutnya adalah perlunya ada kaji ulang dokumen SOP Mikro akan 

dilakukan secara berkala untuk menjamin sirkulasi dokumen yang baik sesuai dengan 

sistem mutu. Terkait tindak lanjut temuan dari masing-masing bidang telah 

ditindaklanjuti dan telah selesai dilakukan tindakan perbaikan. 

 

b. Audit Surveilan QMS ISO 9001:2015 

Audit Resertifikasi QMS ISO 9001:2015 dilaksanakan di Balai Besar POM di Semarang 

pada Selasa, 26-27 Agustus 2021 dengan menghadirkan 2 (dua) auditor eksternal dari 

Sucofindo Indonesia yaitu Bapak Bayu Sukma  selaku Ketua Tim Audit  dan Ibu Vini 

Virdiana Mulideas selaku Auditor. Audit dilakukan dengan 2 cara yakni on site audit dan 

remote audit.  

Tujuan audit adalah untuk memastikan sistem manajemen mutu organisasi 

diimplementasikan dengan efektif dan memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2015 

dan aspek peraturan perundangan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi dengan 

penekanan pada perbaikan Sistem manajemen mutu yang menambah kinerja Organisasi 

Auditee mampu menjawab pertanyaan auditor serta menunjukkan fasilitas dan sumber-

sumber dokumen yang dibutuhkan oleh auditor demi pengambilan keputusan. Setelah 

dilakukan audit di masing – masing bidang dan fungsi MR dengan hasil tidak ditemukan 
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temuan Major maka pada saat closing meeting auditor menyatakan bahwa BBPOM di 

Semarang masih berhak dan layak mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015. 

 

c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

Rapat RTM di BBPOM di Semarang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 dipimpin 

Manajer Puncak dan diikuti oleh Management Representative di lingkungan Kantor 

BBPOM di Semarang; Tim Auditor Internal BBPOM di Semarang; Tim PokJamTu ISO/IEC 

17025:2015; Tim SPIP BBPOM di Semarang; Perwakilan dari masing-masing Seksi dan 

Bagian Tata Usaha; Pengendali Dokumen dan Sekretariat Tim QMS ISO 9001:2015 

BBPOM di Semarang. Rapat membahas beberapa hal meliputi; Status Tindak Lanjut dari 

Manajemen Review tahun 2020; Perubahan isu eksternal dan internal; Informasi 

Efektifitas dan Kinerja Manajemen Mutu; Kecukupan Sumber Daya; Efektifitas yang 

diambil terhadap tindakan risiko dan peluang; serta Peluang untuk perbaikan kinerja. 

 

2. Penerapan ISO 17025:2017 

a. Audit Internal ISO/IEC 17027:2017 

Audit Internal terhadap laboratorium dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan 

akreditasi laboratorium yang telah diberikan oleh KAN-BSN. Audit ini dilaksanakan pada 

hari Senin - Selasa, tanggal 22-23 Maret 2021. Dalam kegiatan audit internal ini 

didapatkan 24 temuan ketidaksesuaian dan telah dilakukan tindakan perbaikan terhadap 

seluruh temuan. 

 

b. Reakreditasi Komite Akreditasi Nasional 2021 

Masa berlaku sertifikat akreditasi ISO 17025-2017 laboratorium BBPOM di Semarang 

berakhir pada tahun 2021, sehingga pada tanggal 22 – 23 Juli 2021 telah dilaksanakan 

kegiatan reakreditasi Laboratorium BBPOM di Semarang yang dilakukan secara online. 

Dalam kegiatan ini didapatkan 26 temuan kategori 2, 1 temuan kategori 1 dan 3 

observasi. Sebagai rangkaian dari kegiatan reakreditasi yang telah dilakukan secara 

online, dilakukan verifikasi lapangan secara onsite pada tanggal 3 November 2021. Pada 

kegiatan ini assessor KAN  menilai kesesuaian antara tindakan perbaikan yang diajukan 
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dengan dokumen serta proses pengujian di Laboratorium BBPOM di Semarang. Hasil dari 

kegiatan reakreditasi ini adalah diterbitkannya Sertifikat Akreditasi yang berlaku hingga 2 

Juli 2026. 

 

c. Assessment SKL (Standard Kemampuan Laboratorium) 

Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) oleh P3OMN dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan laboratorium dalam hal pemenuhan Standar 

Ruang Lingkup (SRL) Laboratorium, Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Personil 

Laboratorium.  Dari hasil assesmen didapat total rata–rata pemenuhan BBPOM di 

Semarang sebesar 81,2% dengan rincian pemenuhan ruang lingkup 78,8%, peralatan 74,5 

% dan kompetensi personil 90,2%. Nilai yang didapat oleh laboratorium BBPOM di 

Semarang telah memenuhi target nilai SKL pengujian (Balai POM) tahun 2021 sebesar 

75%. 

 

d. Kalibrasi Instrumen 

Untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh instrument 

laboratorium akurat dankonsisten maka dilakukan kalibrasi terhadap 

peralatan/instrumen laboratorium. Kegiatan Kalibrasi yang telah dilakukan selama Tahun 

2021 adalah:  

1) Kalibrasi Instrumen di Laboratorium BBPOM di Semarang oleh Petugas dari 

Laboratorium Kalibrasi P3OMN, dilaksanakan pada tanggal 22 -  27 November 2021, 

sebanyak 110 titik ukur alat telah dikalibrasi. 

2) Kalibrasi kepada pihak ketiga dilakukan antara lain : 

• Kalibrasi GC (2 unit) oleh PT Ditek Jaya 

• Kalibrasi ICP-OES (1 unit) oleh PT Unitama Analitiks 

• Kalibrasi HPLC Thermo (3 unit) oleh PT Genecraft Labs 

• Kalibrasi AAS Perkin (1 unit) oleh PT Maja Bintang Indonesia 

• Kalibrasi HPLC Shimadzu (7 unit) PT Ditek Jaya 

• Kalibrasi HPLC Waters (6 unit) oleh PT Kromtekindo Utama 

• Kalibrasi partikel counter (1 unit) oleh PT Hartech Indonesia 
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• Kalibrasi thermometer (12 unit) oleh PT Caltesys 

• Kalibrasi LC MSMS (1 unit) oleh PT Kromtekindo Utama 

• Kalibrasi perlengkapan disolusi (5 unit) oleh PT Caltesys 

• Kalibrasi BSC (2 unit) oleh PT Elokarsa Utama 

• Kalibrasi Gravimetri Dillutor (1 unit) oleh PT Anametri 

 

e. Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi Metoda Analisa, Uji Kemandirian Laboratorium dan 

Verifikasi Metode Analisa 

Dalam rangka penjaminan mutu hasil pengujian, Laboratorium BBPOM di Semarang 

selama tahun 2021 telah mengikuti uji profisiensi dan melakukan verifikasi metode 

analisa. Uji profisiensi yang diikuti sejumlah 14. Hasil uji profisiensi selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran Tabel 31. Selain uji profisiensi, BBPOM di Semarang juga mengikuti 

4 (empat) uji kolaborasi Metoda Analisa P3OMN dan 2 (dua) uji kolaborasi baku 

pembanding P3OMN. Hasil verifikasi metode analisa tahun 2021 sebanyak 61 metode, 

dengan rincian verifikasi Laboratorium Mikrobiologi 10 metode, Laboratorium Pangan 12 

metode, Laboratorium Kosmetik 10 metode, Laboratorium Obat 23 metode dan 

Laboratorium Obat Tradisional 6 metode. 

L.  PENGUJIAN COVID-19 SECARA RT-PCR  

BBPOM di Semarang meningkatkan peranannya untuk mendukung Pemda Provinsi Jawa 

Tengah dalam penanganan Covid-19 dengan cara melakukan uji sampel hasil swab, sehingga 

hasil ujinya dapat segera dilakukan tindak lanjut dan penanganan serta memutus mata rantai 

penularannya. 

Laboratorium Covid-19 BBPOM di Semarang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

yang memadai, meliputi alat PCR (Polymeration Chain Reaction), BSC (Bio Safety Cabinet), LAF 

(Laminar Air Flow. Selain itu, juga memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 12 orang yang 

kompeten dalam menguji Covid-19, dimana SDM tersebut telah mengikuti pelatihan 

mengenai Uji Covid-19 seperti :  

1) Training alat ekstraktor Qiagen (13 Desember 2021) 

2) Training alat PCR QuantStudio (9 – 10 Desember 2021) 



 

97 
 97 

Sampai dengan 31 Desember 2021, Laboratorium Covid-19 BBPOM di Semarang sudah 

menguji sampel sebanyak 11722 dengan hasil sampel Positif Covid-19 sebanyak 3488 dan 

hasil sampel Negatif Covid-19 sebanyak 8232, serta hasil invalid sebanyak 2 sampel. 

Laboratorium Covid-19 BBPOM di Semarang menerima sampel Covid-19 berdasarkan 

regionalisasi laboratorium, yaitu dari Batang dan Tegal dengan rata-rata kisaran 50 sampel 

per hari. Laboratorium Covid-19 BBPOM di Semarang juga menerima sampel diluar dari 

regionalisasi laboratorium, seperti dari Semarang dan Klaten. 

Gambar 3.60 Profil Hasil Pengujian Sampel Laboratorium Covid-19 

BBPOM di Semarang Tahun 2021 

Gambar 3.61 Profil Faskes Pengirim Uji Sampel Laboratorium Covid-19  

BBPOM di Semarang Tahun 2021 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. PERMASALAHAN 

INTERNAL 

1. Masih rendahnya cakupan pengawasan sarana Obat dan Makanan terutama untuk 

sarana distribusi obat dan makanan disebabkan karena jumlah sarana di Jawa Tengah 

relatif banyak. 

2. Masih kurangnya pemahaman pengawas terhadap peraturan-peraturan baru sehingga 

tindak lanjut kurang optimal. 

3. Masih belum meratanya kompetensi pengawas obat dan makanan. 

4. Pada triwulan pertama, aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) belum dapat 

dimanfaatkan secara optimal terutama untuk SIPT Pengujian dan Penandaan karena 

sistem yang belum siap dan masih dalam tahap penyempurnaan oleh Pusat Data dan 

Informasi (Pusdatin) Badan POM. 

5. Pelayanan pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi terpengaruh dengan adanya 

pandemi Covid-19, yakni menurunnya jumlah pemeriksaan sarana dari tahun 

sebelumnya, dimana pada tahun 2021 total pemeriksaan sarana yang dilakukan 

sebanyak 244, lebih rendah jika dibandingkan pemeriksaan sarana pada tahun 2020 

sebanyak 311 pemeriksaan sarana 

6. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Balai Besar POM di Semarang yang 

dilakukan secara langsung kepada masyarakat belum menjawab ekspektasi masyarakat, 

karena luasnya cakupan wilayah pembinaan dan kurang meratanya tingkat kompetensi 

petugas KIE 

7. Sistem sampling secara acak tidak dapat memprediksi dengan tepat saat membuat 

perencanaan. Diantaranya untuk perencanaan kebutuhan baku pembanding, 

reagen/media dan suku cadang alat, sehingga realisasi pengujian sampel menjadi 

terhambat dan kurang efektif dan efisien. Di samping itu, beberapa peralatan 

laboratorium yang berusia lebih dari 10 tahun, sering mengalami kerusakan. Hal ini 
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menjadi salah satu kendala yang juga dihadapi dalam pengujian sampel di laboratorium 

BBPOM Semarang. 

8. Pelaporan hasil uji melalui aplikasi SIPT terkendala aplikasi yang masih memerlukan 

perbaikan terkait beberapa menu seperti penandaan, edit parameter dan hasil uji. 

9. Pada triwulan pertama, aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) belum dapat 

dimanfaatkan secara optimal terutama untuk SIPT Pengujian dan Penandaan karena 

sistem yang belum siap dan masih dalam tahap penyempurnaan oleh Pusat Data dan 

Informasi (Pusdatin) Badan POM. 

 

10. Terdapat beberapa kendala /hambatan yang ditemui selama melakukan kegiatan 

penindakan di tahun 2021, antara lain : 

Kewenangan PPNS terkait penangkapan dan penahanan yang terbatas sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang �t undangan yang menaunginya, seperti saksi yang 

tidak menghadiri panggilan untuk BAP, sudah diterbitkan Daftar Pencarian Orang tetapi 

tidak diketahui keberadaannya sementara PPNS tidak mempunyai kewenangan untuk 

menangkap dan menahan. 

 

 

EKSTERNAL 

1. Mutasi/perpindahan petugas Pengawas Farmasi dan Makanan Minuman pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota terutama yang telah mendapat Pelatihan/Bimtek dari Balai 

Besar POM di Semarang menjadi salah satu penyebab kegiatan pengawasan Obat dan 

Makanan yang menjadi kewenangan Daerah tidak berjalan secara optimal. 

2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang- undangan 

sehingga masih terdapat peredaran Obat dan Makanan termasuk iklannya yang tidak 

memenuhi ketentuan. 

3. Masih belum maksimalnya tindak lanjut dari lintas sektor terhadap rekomendasi hasil 

pengawasan Balai Besar POM di Semarang sehingga hasil pengawasan tidak ditindak 

lanjuti secara optimal. 
































































































































































































































































































































